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RINGKASAN

Evaluasi Proses Perumusan Usulan Program Aksi Mengatasi Dampak Kenaikan
BBM Dan Kemiskinan (PAM-DKB) Dibidang Padat Karya Di Desa Gambiran
Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi. Nama: Edwan Agustina
Mahardika, Nim: 030910201173, Jurusan: Administrasi Negdfakultas: Ilimu
Sosial dan llmu Politi Universitas Jember.

Pengambilan rumusan masalah dalam penelitian alahdintuk mengetahui
usulan yang akan ditetapkan oleh Pogakin atau km&nsasaran PAM-DKB.
Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah menitailan Program Aksi Mengatasi
Dampak Kenaikan BBM dan Kemiskinan (PAM-DKB) Dibidp Padat Karya Di
Desa Gambiran Kabupaten Banyuwangi.

Konsep dalam penelitian Evaluasi ini menggunakams&p dari buku
Inayatullah yaitupre-program evaluasyang artinya sebelum program dijalankan di
evaluasi. Metode dalam penelilitian evaluasi menggfan metode deskriptif data
kualitatif.

Penentuan informan dalam penelitian ini mengunakadoman kriteria
informan menurut Spradley dan metode dalam pengig@minforman mengunakan
metode purposive. Sedangakan untuk menganalisapeataitian ini mengunakan
prosedur analisa data dan tahap pemeriksaan keapdata.

Proses perumusan PAM-DKB ini diawali dengan tahapiadisasi yang
dilakukan oleh pendamping kecamatan. Sosialisafdd3ia Gambiran dilakukan ada
3 tahapan yang pertama sosialisasi kepada apasati @edua sosialisasi kepada
LPMD dan Pogakin, ketiga sosialisasi kepada makgaraSetelah sosialisasi
tertsebut selesai diawali dengan tahapan rapat am@gh desa atau forum
musyawarah desa (FMD).

Tahap perencanaan yang dilakukan oleh Desa Gamdatam PAM-DKB
sebayak 2 kali yaitu FMD | membahas tentang Pemenkelompok, ketua dan
usulan program berdasarkan dari kebutuhan masyanaiskin yang sangat
mendesak dan juga penetapan unit pengelola prodtdRP) dan bendahara
operasional program (BOP) program. Sedangkan FMDm#émbahsa tentang
perubahan usulan daglfort menjadipaving stongperhitungan pelaksanaan volume
pekerjaan dan perhitungan insentif pekerja. Merketapidang padat karya yang di
jpilih dalam PAM-DKB vyaitu Di Dusun Krajan | dan Kjpan Il menggunakan cara
Paving stoneSedangkan Di Dusun Lidah Darungan dan Sumbernmérzggunakan
cara sirtu. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah keselunuttari penerima
program melaksanakan dengan baik PAM-DKB dan laysklan tersebut untuk
dikerjakan.

Kata kunci: evaluasi programre-program evaluation.



Penetapan usulan yang dilakukan Di Desa Gambiranetagkan bidang
padat karya dalam bentuk pembangunan sarana dsargma dengan menggunakan
cara perbaikan jalan Di Dusun Krajan | dan KrajaménggunakarPaving stong
Sedangkan Di Dusun Lidah Darungan dan Sumbermuiy@bpran dan berbaikan
jalan menggunakasirtu. Kedua usulan tersebut telah mendapatkan dukudgan
anggota Pogakin beserta masyarakat.

Penetapan usulan tersebut diverivikasi ulang olehakp Kecamatan,
Kabupaten, Propinsi dan dikembalikan lagi kedesaikudilaksanakan pengesahan

usulan tersebut.

Kata kunci: evaluasi programre-program evaluation.
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BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Melonjaknya harga minyak dunia membuat pemerintahgambil kebijakan
harus menaikan harga bahan bakar minyak (BBM). jdkén pemerintah menaikan
harga BBM pada bulan Maret dan Oktober tahun 2085yebabkan dampak negatif.
Dampak dari kenaikan BBM sangat memberatkan pemk@n masyarakat dan
dunia usaha yang berakibat pada, meningkatnya pgggean dan kemiskinan baik
dari perkotaan maupun pedesaan.

Kemiskinan bukan istilah baru yang aneh. Kemiskibakan lagi sesuatu
yang abstrak sifatnya, melainkan sudah berwujudyyamah bisa diterjemahkan ke
dalam beberapa pengertian umum di masyarakat. Masta tidak pernah
menyangkal bahwa kemiskinan itu ada. Akar kemiskidalndonesia tidak hanya
harus dicari dalam budaya malas bekerja keras. lW@ban situasi yang
menyebabkan seseorang tidak dapat melaksanakaatdegoroduktifnya secara
penuh harus diperhitungkan. Di Indonesia seluryiiséan masyarakat mulai dari
kalangan birokrat di tingkat atas sampai masyarbieeta di tingkat desa, mengakui
keberadaan "Kemiskinan”. Kondisi itu merupakan s#bupersoalan yang
mengandung banyak dimensi yang menuntut pemecahanmgialui berbagai
pendekatan sehingga tidak mengherankan apabilalitkeswakan timbul ketika
fenomena kemiskinan diobyektifkan (dikuantifikasikaalam bentuk angka-angka.

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunang yeersifat
multidimensi, yang berkaitan dengan aspek soskaln@mi, budaya dan aspek lain.
Kemiskinan ditandai dengan keterisolasian, ketakaglgan dan pengangguran yang
kemudian menjadi ketimpangan antara daerah. Aetdoisdan golongan penduduk.
seperti halnya dengan pengukuran dan penentualgeas kemiskinan yang hingga
kini menjadi banyak. Kemiskinan dalam hal ini tida&knya menyangkut persoalan-

persoalan kuantatif tetapi juga kualitatif. Jadlada berbagai program pemerintah



untuk mengatasi masalah kemiskinan sangat banygditeli lapangan, berbagai
jenis kemiskinan yang akhirnya memperoleh bantuan.

Secara umum kemiskinan adalah ketidakmampuan dataemenuhi
kebutuhan dasar minimal untuk dapat hidup layakeniut Sumodiningrat
(1999:26) terdapat tiga pengertian kemiskinanuyait

Kemiskinan naturaladalah keadaan miskin karena dari asal memangmmis
karena tidak memiliki sumberdaya yang memadai, kaikber daya alam maupun
sumber daya manusia dan sumberdaya lainnya, sehimggeka tidak ikut serta
dalam pembangunan.

Kemiskinan absoluadalah keadaan miskin karena tingkat pendapadak ti
cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, ydiggmbarkan dengan garis
kemiskinan tersebut. Kebutuhan hidup minimum intaea lain diukur dengan
kebutuhan sandang, pangan, kesehatan, perumahgreddilikan yang diperlukan
untuk bisa hidup.

Kemiskinan strukturaladalah keadaan miskin yang mengacu pada sikap
hidup seseorang atau masyarakat yang disebabkangalga hidup, budayanya,
dimana mereka sudah merasa cukup dan tidak kelkamang

Kekeliruan di masa lalu yang acapkali terjadi addamiskinan didefinisikan
semata hanya sebagai fenomena ekonomi dalam adalaya penghasilan atau
tidak dimilikinya mata pencarian yang cukup mapatuk tempat bergantung hidup.
Definisi seperti ini untuk sebagian mungkin benatapi diakui atau tidak, kurang
mencerminkan kondisi riel yang sebenarnya dihakielpiarga miskin.

Kemiskinan sesungguhnya bukan semata-mata kuranggny@apatan untuk
memenuhi kebutuhan hidup pokok atau standar hidypkl namun lebih dari itu
esensi kemiskinan adalah menyangkut kemungkinam tababilitas orang atau
keluarga miskin itu untuk melangsungkan dan mengemkan usaha serta taraf

kehidupannya.



Menurut data BPS Jawa Timur, dari tahun 2002 hRn@904 angka
kemiskinan jawa timur menunjukatrend menurun. Pada tahun 2002, jumlah
penduduk miskin sebesar 7.181.755 jiwa atau 20eBdep dan menurun pada tahun
2003 menjadi 7.064.289 jiwa atau 19,52 persen. Kiéamupada tahu 2004 menurun
lagi menjadi 6.979.565 jiwa atau 19,10 persen ttdal penduduk yang berjumlah
36.398.345 jiwa (Data BPS 2004). Setelah pemerintehaikan harga BBM pada
bulan Maret dan Oktober 2005 terjadi kenaikan jimp&nduduk miskin di Jawa
Timur. Berdasarkan data BPS Jawa Timur jumlah kghuaniskin (Gakin) mencapai
3.311.903 KK Py name by addrelslika diasumsikan tiap Gakin terdiri dari 5 orang
maka jumlah penduduk miskin di Jawa Timur sebany@659.515 jiwa (Sumber:
buku pedoman PAM-DKB).

Dari data BPS jumlah penduduk miskin Kecamatan l@ieamn sebanyak 2.939
jiwa. Jumlah penduduk miskin yang meningkat makegyentah Provinsi Jatim
mengeluarkan kebijakan penanggulangan kemiskindalungrogram PAM-DKB.
Sedangkan penduduk miskin di tempat penelitianediecDGambiran sebesar 466 jiwa.
Penelitian ini yang akan dilakukan berdasarkansjgmogram dalam pelaksanan
PAM-DKB Di Desa Gambiran ini mengusulkan dua jeRmsgiatan PAM-DKB
dibidang padat karya desa yang berupa pembanganamasdan prasarana yaitu sirtu
dan pemavingan jalan at@aving stoneDari penjelasan tersebut peneliti mendapat

data ditunjukkan pada tabel 1.1 sebagai berikut:



Tabel 1.1 Masyarakat Miskin Di Kecamatan Gambirahuin 2006
No. Desa PAM-DKB Jumlah Jumlah
Jiwa Pogakin
Miskin yang

Bekerja
Bidang Jenis
Kegiatan
1. Porwodadi Padat Karya Desd elfort 329 60
2. Jajag Padat Karya Desa Sirtu 670 99
3. Wringin Agung Padat Karya Desarelfort 403 100
4.  Wringinrejo Padat Karya DesaTelfort 333 106
5. Yosomulyo Investasi Usaha  Pres 738 40
Paving
6. Gambiran Padat Karya Desa Sirtu 466 118
2. Paving
Stone
Jumlah 2.939

Sumber: Data BPS Di PAM-DKB Tahun 2006.
Keterangan :

1. Telfort . Lapisan dasar sebelum di aspal.

2. Sirtu : Perbaikan badan jalan menggunakan pasir

dengan batu.
3. Paving Stone : Perbaikan badan jalan menggunakan paving stone.
4. Usaha press paving : Usaha pembuatan paving stone.

Dari tabel 1.1 diatas maka cukup banyak masyanatkskin di Kecamatan
Gambiran yaitu sebesar 2.939 jiwa, dari salah datrah dan banyak lagi daerah-
daerah yang lain di Jawa Timur yang miskin, makaé&atah Propinsi Jawa Timur
mengambil kebijakan tentang penanggulangan kenaskidengan memutuskan

PAM-DKB sebagai salah satu pemecahan masalah kievaisli Jawa Timur.



Penulis melihat bahwa jumlah penduduk miskin @ic&matan Gambiran
merupakan salah satu dari desa lainya terkena dardaa jumlah penduduk miskin
sekitar 2.939 jiwa mengalami keterpurukan ekonaradi dari permasalahan yang
akan dikaji oleh peneliti adalah kenapa Di Desa Kiean memilih program bidang
padat karya dan mengambil dua jenis kegiatan yitu dan paving stone, padahal
di desa lainya hanya satu jenis kegiatan saja. Besabiran sendiri dengan jumlah
penduduk miskin sebesar 466 jiwa yang mendapatkagram PAM-DKB hanya
sekitar 118 orang saja. Maka masih banyak pendudigkin yang tidak bisa
menerima program PAM-DKB tersebut.

Disamping itu akibat dari harga Bahan Bakar MinyBBM) dinaikan, yang
telah diputuskan oleh pemerintah maka hal ini dika guna meringankan dan
mengurangi beban anggaran pemerintah dalam meRkgedisubsidi BBM yang
besar, maka meningkatlah jumlah penduduk miskigagha Timur, dan mempunyai
akibat buruk yaitu daya beli masyarakat menurunKPHeluas, pengangguran
bertambah dan jumlah kemiskinan meningkat. Dampak lcenaikan BBM sangat
memberatkan bagi perekonomian masyarakat dan dsai@a yang berdampak pada
problem-problem sosial ekonomi.

Dalam Propenas tahun 2000-2004 (2001:54) dikenmarkada dua strategi
utama yang digunakan Indonesia dalam penanggulakgamskinan. Pertama
melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutulakokp serta melindungi
keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalamiskamn sementara akibat
dampak negatif krisis ekonomiKedug melakukan upaya untuk membantu
masyarakat yang mengalami kemiskinan strukturalalmelpemberdayaan agar
memiliki kemampuan untuk melakukan usaha.

Pembangunan merupakan sesuatu yang kompleksy pegi dengan semua
permasalahan yang ada di dalamnya. Tidak hanya tiisavab dengan satu
pendekatan saja, tetapi dari pendekatan yang aersiiltidimensional. Setidaknya,
persoalan program pembangunan, kelembagaan dammaagacapaian hasil yang

didapat menjadi masalah yang terus muncul padapsgtogram pembangunan.



Banyak cara yang telah dilakukan, namun yang paloyuler saat ini adalah
dengan pendekatan pemberdayaamgowering) dengan penekanan kepada upaya
menumbuh-kembangkan kerja sama dan keterpaduamaantesur stakeholders,
menumbuh-kembangkan fungsi partisipasi dengan atkhin seluruh komponen dan
lapisan masyarakat terutama yang akan dijadikaonk@bk sasaran, menumbuh-
kembangkan potensi lokal (kemampuan) yang dimilikiasyarakat, aktif
memobilisasi swadaya kelompok sasaran dengan iidgkbatasi dalam bentuk uang
saja melainkan bentuk lain sesuai yang masyarakidti,mmisalnya tenaga atau
bentuk lain yang lebih mendidik, mengembangkan dwtyi pembinaan yang
mempunyai dampak positif kepada: peningkatan keaadanisiatif dan motivasi,
peningkatan sumber daya manusia (intelektual), ngdaitan keterampilan, dan
program yang berkesinambungan untuk melakukan perge sikap dan mental ke
arah yang lebih positif dan rasional.

Untuk menangani masalah kemiskinan, berbagai upailgh dilakukan
melalui bermacam-macam pendekatan dan kebijakak,d@h pemerintah Pusat,
Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Salah satu progsamerintah Propinsi Jatim
dalam menanggulangi masalah kemiskinan secara uaggpada daerah dan
pedesaan yang miskin adalah Program Aksi MengBi@sipak Kenaikan BBM dan
Kemiskinan (PAM-DKB). Program yang sudah ditetapkaleh Gubernur Jawa
Timur PAM-DKB dilakukan agar keluarga miskin (Gakidi Jatim tidak semakin
parah keadaannya. Program ini diharapkan dapatgieatkan daya beli (gakin yang
jumlahnya mencapai 3.311.903 Juta Kepala Keluakgg.(Untuk dapat mengatasi
masalah kemiskinan di Jawa Timur secara maksinaagahun 2006 ditetapkan
kebijakan strategi yang bersifat penyelamatan Kdamas. Program Aksi Mengatasi
Dampak Kenaikan BBM dan Kemiskinan (PAM-DKB) didaolen APBD Propinsi
Jawa Timur dan APBD Kabupaten atau Ko@ogt Sheringy Program ini bersifat
penyelamatan, karena secara umum mempunyai tujuanngankan beban

masyarakat akibat dampak kenaikan BBM seperti mdnage daya beli masyarakat.



Berita www.d-infokom-jatim.go.id-mdMenurut Gubernur Jawa Timur, H.

Imam Utomo saat peresmian PAM-DKB di Desa Wonoskecamatan Tutur,
Kabupaten Pasuruan, Kamis 8 Juni 2006 mengatak#mteenaikan harga BBM
setahun dua kali pada bulan April dan Oktober 2Q@®Jah Gakin di Jawa Timur,
terutama di pedesaan, meningkat. Pemerintah pioparapaya mengatasi dengan
memberikan bantuan melalui PAM-DKB agar keluargaskmi (Gakin) dapat
membeli kebutuhan pokok sehari-hari. "Jika tidadesa diatasi akan mengakibatkan
empat hal, yakni kelaparan, kesehatan menurun, inalitas meningkat, dan
kerusuhan massal," Untuk mengatasi kemiskinan, pt&rhe Propinsi Jatim
mengalokasikan dana sekitar Rp 1,9 triliun. SebRgat,3 triliun untuk bidang padat
karya, investasi, penciptakan lapangan kerja, sgthuasan dan penguatan pasar.
Menurut Supriadi Pendamping Kecamatan Gambiran daAM-DKB yang di
alokasikan oleh Propinsi Jatim ke Kabupaten Banygw&urang lebih sekitar 14
milyar sedangkan alokasi dana Kabupaten Banyuwanging lebih sekitar 7 milyar.

PAM-DKB mendapat dukungan dari DPRD Propinsi Javiauf, melalui
Laporan Panitia Anggaran dan Pendapat Akhir Friiksi yang disampaikan pada
penetapan APBD Propinsi Jawa Timur tahun 2006 (li@mpPeraturan Gubernur
Jatim No. 12 Tahun 2006). Pedoman umum PAM-DKB slisusebagai penjabaran
dari Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/1/8RP13/2006 tentang
Bantuan Program Aksi Mengatasi Dampak Kenaikan Bivi Kemiskinan (PAM-
DKB) dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 2882TS/013/2006 tentang
Komite Program Aksi Menatasi Dampak Kenaikan BBM déemiskinan (PAM-
DKB). (Sumber: Pedoman Umum PAM-DKB Propinsi Jawendr Tahun 2006).
Didukung pula Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nom
188/216/KEP/429.012/2006 tentang Pembentukan Tiwrdnasi Kabupaten (TKK)
dan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188Kdp/429.012/2006 tentang
Pengangkatan Bendahara Kabupaten dan Kecamatan.

Program PAM-DKB ini mempunyai bidang kegiatan sacamum. Menurut

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor: 12 tahun 28166 sebagai berikut



1. Bidang Penciptaan Lapangan Kerja

Bidang yang ditangani merupakan kegiatan penciptigrangan kerja
langsung berkelanjutan, di antaranya usaha: pembysving, pengelolaan limbah
plastik, pembibitan, perternakan dan perikanan, quetan pupuk organik, produk
potensial desa/kelurahan, kegitan lapangan keija yang disesuaikan dengan
kebutuhan Pogakin.
2. Bidang Padat Karya Desa

Bidang yang ditangani merupakan pekerjan pembamgymasarana yang
dapat dilaksanakan dengan pola padat karya, sgmeréinganan jalan dan jembatan
desa/kelurahan, saluran irigasi pedesaan, pengearkbung, sanitasi dan air bersih,
pasar desa, kegiatan padat karya lain yang disesudengan kebutuhan Pogakin.
3. Bidang Penguatan dan Perluasan Pasar

Bidang yang ditangani meliputi kegiatan: pasar mutaursa UKM, pasar
malam, pasar Sabtu Minggu (Tugu), pasar jawa, pameameran, bantuan
kesejahteraan untuk Gakin dengan masalah Khusus.
4. Bidang Investasi

Bidang yang ditangani meliputi:

a. Pemberian bantuan pinjaman untuk Pemberdayaan Ekono
Desa/Kelurahan (PEM-Des/Kel) sebagai investasi asalgan bunga
lunak dan bergulir pada kelompok dengan sistemgiamg) renteng.

b. Pemberian bantuan pinjaman untuk UKM dengan syarahambah
tenaga kerja dan atau mempertahankan tenaga keng sudah ada
dengan bunga lunak dan bergulir yang dikelola Biesekonomian Setda
Propinsi Jawa Timur.

c. Pemberian pinjaman dengan bunga lunak untuk catdmiklalui PJTKI
yang dikelola Biro Perekonomian Setda Propinsi Jawvaur.

Dari peraturan Gubernur Jatim No: 12 tahun 200&aten Program PAM-

DKB yang sudah disebutkan diatas, maka implemerkiasijakan yang ditetapkan
oleh Gubernur Jatim pada tanggal 27 Maret tahui® 26€luruh daerah yang berada



di Propinsi Jatim yang sudah mengusulkan dan gieta menurut ketentuan buku
pedoman atau petunjuk teknis operasional (PTO)ddilg masing-masing. PAM-
DKB yang dipilih oleh Kabupaten Banyuwangi, tepargi Kecamatan Gambiran
Desa Gambiran mengusulkan program PAM-DKB bidandap&arya desa. Jenis

kegiatan sarana dan prasarana ditunjukan padaltZbsébagai berikut :

Tabel 1.2 Jenis Kegiatan Bidang Padat Karya dala® PAM-DKB Tahun 2006

No. Kegiatan JenisKegiatan

1. Prasarana yang mendukung ¢ Berupa pembenahan jalan desa,
aksebilitas serta  mengurangi titian, jembatan desa, dan atau
keterisolasian. tambahan perahu.

2. Prasarana yang mendukung

Saluran irigasi pedesaan, dan
ekonomi produkiif. pasar desa.

3. Prasarana yang mendukung

Ketersediaan air bersih berupa
terhadap kebutuhan dasar penyediaan air minum.
masyarakat.

4. Prasarana pendukung lain di

Disesuaikan dengan kebutuhan
desa/kelurahan sesuai kebutuhan masyarakat yang mendesak demi
masyarakat. kepentingan bersama.

Sumber: Petunjukn Teknis Operasional (PTO) Tah@620

Tabel 1.2 yang sudah disebutkan jenis kegiatan PAB- bidang padat
karya maka pemilihan kegiatan yang dilaksanakarm @esa Gambiran adalah
prasarana yang mendukung aksebilitas serta mergilaterisolasian yaitu berupa
pembenahan jalan desa ditunjukan nomor 1 dari thl#ltersebut. Pertimbangan
pemilihan sarana dan prasarana harus mempertiméasgbagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan prasarana yang mendesak bagiarakat miskin dan
diusulkan oleh Pogakin melalui FMD/FMK.
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2. Memberikan manfaat bagi sebagian besar masyrakaatea Keluarga Miskin
(Gakin) di desa/ kelurahan.

3. Sedapat mungkin memanfaatkan tenaga kerja dan batetempat,
menggunakan kontruksi sederhana, dapat dilaksandi&andipelihara oleh
masyarakat.

4. Menjamin keberlangsungan fungsi prasarana yangndiba dengan format

yang ditetapkan.

Berorientasi pada pengembangan wilayah pedesaan.

Dapat dilaksanakan dalam tahun anggaran 2006.

Tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungasja dan budaya.

© N o O

Belum ditangani oleh program lain dalam tahun ysenga.

Maka daripertimbangan pemilihan sarana dan prasarana tersedourut
kelompok Pogakin dan sekertaris desa Moh. Yusufdah ketua LPMD Drs. Imam
Subagyo kenapa PAM-DKB yang dipilih bidang padatygadesa. Alasanya bahwa
bidang padat karya desa lebih banyak meyerap atapekerjakan Gakin, yang
artinya bahwa dari bidang PAM-DKB tersebu menurwisyawarah desa bidang
padat karyalah yang bisa meratakan atau meyerap gddth banyak untuk bekerja.
Supaya masyarakat miskin di desa Gambiran meragakgnam yang diberikan oleh
Propinsi Jatim untuk meningkatkan kemampuan kelgaubamasyarakat dalam
pembangunan dan meningkatkan lapangan kerja bdgn Garta mengurangi beban
dari Gakin dalam permasalahan ekonomi.

Sebagai desa yang mempunyai kondisi sosial yanggaer, tentu saja
mempunyai permasalahan yang beragam pula. Darm&#jupermasalahan yang
perlu mendapat perhatian adalah masalah perludiars@ prasarana lingkungan,
pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan ekomoasiyarakat, karena
permasalahan tersebut langsung menyentuh kebutuhasyarakat. Tingkat
kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat berawal darlai teratasinya

permasalahan tersebut.
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Bidang padat karya desa dari PAM-DKB yang dilaksam di seluruh Provisi
Jawa Timur. Di Kabupaten Banyuwangi PAM-DKB tidsémuanya berjalan dengan
baik. Dari beberapa desa di Kecamatan Gambiranlipemelihat PAM-DKB tidak
berjalan dengan baik. Dari beberapa orang yangnditpenulis yaitu perangkat desa
dan masyarakat maupun Pogakin yang berada di @d@ésadan desa di tempat
penelitian, dari penjelasan beberapa Gakin bahweanku jelasnya sosialisai
mengenai PAM-DKB, khususnya Pogakin sebagai keld&mpasaran program
tersebut. Mengenai tujuan, sasaran program danlakaje pengalokasian dana
tersebut.

Program Provinsi Jawa Timur tentang penanggulangamiskinan yang
disebut Program Aksi Mengatasi Dampak Kenaikan B&i\h Kemiskinan (PAM-
DKB) dilakukan dengan proses pertama sosialisagiram yang merupakan upaya
penyebarluasan informasi program kepada pengelolgram diberbagai tingkatan,
dengan tujuan menjelaskan program, membangun ka&mnittan dukungan berbagai
pihak serta membahas rencana tindak lanjut prodesisebut dan pelatihan untuk
memantapkan pengenalan, pemahaman, dan pengetpbsarta terhadap materi
sosialisasi dengan memberi contoh: praktek admasistkeuangan, teknis kegiatan.
Dari hal diatas maka sosialisasi ini dilaksanakadaplima tingkatan yaitu: Tingkat
Provinsi, Tingkat Bakorwil, Tingkat Kabupaten, Tkaj Kecamatan, Tingkat
Desa/Kelurahan. Sedangkan pelatihan ini terbagindaiga jenis yaitu:

1. Pelatihan administrasi pengngelolaan program: #thgKabupaten, tingkat
Kecamatan, tingkat Desa/Kelurahan.

2. Pelatihan administrasi keuangan: tingkat Proviasi ihgkat Kabupaten.

3. Pelatihan teknis kegiatan: tingkat Kabupaten dagkat Desa/Kelurahan.

Pelaksanan yang sudah dilakukan pada tahap-tah#gs dnaka PAM-DKB
ditingkat desa yang sudah disosialisasikan danhsddzeri pelatihan maka proses
perumusan usulan yang dilakukan pertama kali agagalentuan Pogakin yang akan
dipekerjakan dalam program tersebut, dan akan diawerahkan yang diikuti oleh
seluruh anggota Pogakin pengangguran yang menklgkiu Kompensasi BBM
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(KKB), dari Forum Musyawarah Desa (FMD) untuk memKetua Pogakin yang di
fasilitasi oleh LPMD bersama Kepala Desa dan PepdajrKecamatan.
Dari musyawarah tersebut, usulan nama Pogakin a##énlis dan

dicantumkan untuk dokumentasi di tunjukan padal thl3esebagai berikut :

Tabel 1.3 Daftar Nama Usulan Pogakin Desa Gam@iadrun 2006

No. NamaKetuadan Kelompok Jumlah Jenis Usulan Kegiatan
Anggota Pogakin

1. Paeno/ Merah putih 10 Padat karya
2.  Sumarno / Gotong royong 10 Padat karya
3.  Sutondo / Sayu wiwit 10 Padat karya
4.  A. Baihagi / Garuda 10 Padat karya
5.  Baserik / Baru budi 10 Padat karya
6.  Suwari/ Padi kapas 13 Padat karya

7.  Abd. Manab / Beringin jaya 15 Padat karya
8.  Budiono/ Laros 10 Padat karya
9.  Ahmad Jupri / Arsela 15 Padat karya
10. Markum / Mandiri 15 Padat karya

Jumlah 118

Sumber: Berita Acara FMD Tahun 2006.

Dari tabel 1.3 Desa Gambiran Pogakin yang bekezjuimlah 118 orang.
Penulis melihat bahwa jumlah penduduk miskin didfeatan Gambiran 2.939 jiwa.
Dari permasalahan timbul di Desa Gambiran sendingdn jumlah penduduk miskin
sebesar 466 jiwa, yang mendapatkan program PAM-DEBya sekitar 118 orang
saja. Jadi masih banyak penduduk miskin yang tidea menerima program PAM-

DKB tersebut. Dengan asumsi bahwa Pogakin ataurjpekang diusulkan tidak
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mampu untuk melakukan pekerjaannya, atau ketedra@dana PAM-DKB tersebut,
maka pogakin dikurangi.

Setelah terbentuk Pogakin selanjutnya penentuatarugarogram. Usulan
tersebut dimusyawarahkan oleh seluruh angota Pogad&ii berbagai kelompok
tersebut. Usulan rencana yang akan diajukan ke LRIBBhas lagi oleh beberapa
kelompok keluarga miskin (Pogakin), kepala dusurgtuk RT/RW, tokoh
masyarakat, PKK, LPMD dan BPD menurut ketentuammgek teknis operasional
(PTO). Untuk merumuskan usulan dan memprioritadée&lrutuhan prasarana yang
diperlukan masyarakat baik dalam penyediaan tekaga, material lokal maupun
kesanggupan untuk melaksanankan kegiatan pembandgusalan program tersebut

ditunjukkan dalam tabel 1.4 sebagai berikut :

Tabel 1.4 Usulan Rencana Kegiatan Pogakin Dalangk&aRAM-DKB Tahun 2006

No. JenisUsulan Kegiatan Pogakin Lokas Kegiatan

1. Pembenahan badan jalan dan « Dusun Lidah Darungan dan
pelebaran jalan mengunakan Sirtu Dusun Sumbermulya.

(pasir dan batu).

2 Pembenahan badan jalan ¢« Dusun Krajan | dan Dusun

menggunakan paving stone. Krajan Il.

Sumber: Kelompok Musawarah Pogakin Tahun 2006.

Dari tabel 1.4 tersebut usulan yang sudah dibwedt Blogakin dalam rangka
PAM-DKB menurut ketua kelompok Pogakin Suwari daiompok merah putih dan
Sutundo dari kelompok suyu wiwit dan juga ketua LIPNDrs. Imam Subagyo
program yang ditentukan dari tabel 1.4 yang didebudiatas mempuyai beberapa
alasan yaitu pembenahan badan jalan menggunakamgpstone mempuyai alasan

bahwa:
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1. Jalan yang di Dusun Krajan | dan Krajan Il dulungaah pada waktu musim
hujan jalan tersebut sulit dilalui karena air dokan meluap sampai ke jalan dan
banyak lubang ketika hujan turun dan permukaam jadanjadi licin.

2. Warga Desa Gambiran mempunyai pasar tradisionaly ygmnanya untuk
membeli kebutuhan sehari-hari dan berjualan. Disgmiu para warga saling
berinteraksi, maka alasan untuk membenahi jal@udun Krajan | dan Krajan Il
semakin di inginkan oleh warga maupun masyaralsakdarnya.

Sedangkan pembenahan badan jalan dan pelebaram jatdamenggunakan
sirtu (pasir dan batu) di Dusun Lidah Darungan Basun Sumbermulya mempunyai
alasan bahwa beberapa Kepala Keluarga (KK) diduetsebut terisolasi karena
jalan yang kecil dan susah dilalui kendaran teratanda empat yang tidak bisa
masuk di dusun tersebut, susahnya akses keluar ddstn tersebut membuat
perekonomian masyarakat Dusun Lidah Darungan danb&umulyo mengalami
keterpurukan ekonomi. Di dusun tersebut dari ketedgan ekonomilah kehidupan
keluarga serba kekurangan dan tergolong miskin.aViddi alasan usulan tersebut
untuk pembangunan prasarana jalan dipertimbangkan.

Uraian yang sudah disebutkan diatas maka pengjis mengevaluasi proses
perumusan usulan yang disebutkan diatas. Berbéamarayang dikemukakan maka
penulis mengevaluasi pada saat sebelum prograralderari hal tersebut bahwa
evaluasi proses usulan menggunal@uitem-Up yaitu usulan yang dibuat oleh
Pogakin dan diusulkan ke Kepala Desa sampai kkatrigrovinsi.

Bertolak dari uraian yang telah penulis paparkdagai bentuk argumentasi
yang melatarbelakangi penelitian ini maka peneliddrong untuk memberikan judul
pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

"Evaluasi Proses Perumusan Usulan Program Aksi Meaatgsi Dampak Kenaikan

BBM dan Kemiskinan (PAM-DKB) Dibidang Padat Karya iDDesa Gambiran

Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi™?
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1.2 Perumusan Masalah

Titik tolak penelitian yang baik tentu berangkatidadanya suatu masalah,
menurut Nawawi (1998:41-42) bahwa :

“Masalah muncul karena tidak terdapatnya keseimdnamgitara sesuatu yang

diharapkan das sollef berdasarkan teori-teori atau hukum-hukum yang

menjadi tolak ukurdas sain sehingga menimbulkan pertanyaan. Disamping
itu masalah dapat pula muncul karena keragurageaddan sesuatu sehingga
ingin diketahui keadaannya secara mendalam darkotiye

Beberapa uraian pada latar belakang diatas berdadmjakan-kebijakan
pembangunan yang telah diterapkan oleh pemeringddailyya setiap program
pembangunan dari pemerintah harus setiap saatlabsvauntuk membandingkan
antara apa yang direncanakan dengan hasil yangadicelain itu, evaluasi ini juga
bertujuan untuk mengadakan perbaikan bagi progragram pembangunan
berikutnya atau untuk mengembangkan gagasan bdamdmemilih program-
program baru.

Secara umum, pokok permasalahan dalam penelitiaberdasarkan latar
belakang masalah maka penulis menggunakan jenimagatahan Deskriptif
(Sugiyono: 2005:35) yaitu “suatu permasalahan yagrkenaan dengan pertanyaan
terhadap keberadaan variable mandiri, baik adavsaitabel atau lebih”. Berdasarkan
pendapat tersebut maka masalah yang dapat dirumuslen penulis adalah:
Bagaimana Evaluasi Proses Perumusan Usulan dalagraBr Aksi Mengatasi
Dampak Kenaikan BBM dan Kemiskinan (PAM-DKB) yangethpkan di bidang
padat karya?

1.3 Tujuan Pen€litian

Setiap aktifitas tertentu mempunyai tujuan yanginnglicapai karena
tujuanlah yang akan memberikan arah bagi pelakaktifédas tersebut:
Menurut Arikunto (2000:49) mengatakan bahwa:
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"Tujuan penelitian merupakan rumus kalimat yang umgumkan adanya
sesuatu hal yang diperoleh setelah penelitianaeddgéat dari isinya sesuatu
yang dicapai merupakan tujuan penelitian, samaatejfayvaban problematik
penelitian, yang berbeda adalah perumusannya”.

Menurut pendapat Sugiyono (2001: 1) bahwa tujuameltean dapat
dikelompokkan menjadi tiga hal utama, yaitu: unta&nemukan, membuktikan dan
mengembangkan pengetahuan tertentu. Dari defersebut, maka bisa disimpulkan
bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitiagnasialah untuk menilai Proses
Perumusan Usulan Program Aksi Mengatasi Dampak iKema BBM dan
Kemiskinan Dibidang Padat Karya Di Desa Gambirancafeatan Gambiran

Kabupaten Banyuwangi.

1.4 Manfaat Penédlitian
Disamping mempunyai tujuan yang hendak dicapai npegceelitian ini juga
memiliki kegunaan sebagai berikut :
a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangbagi

pengembangan ilmu-ilmu sosial terutama studi mesgéterencanaan,

Monitoring dan Evaluasi.

b. Kegunaan Pragmatis

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaagi hzenulis untuk
mengembangkan keahlian dalam bidang Perencanadtvdarasi.

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikandegn yang diberikan
oleh pihak pelaksana di tingkat desa atau membenkasukan bagi
perumusan usulan dalam mengevaluasi Program AkshgMasi
Dampak Kenaikan BBM dan Kemiskinan (PAM-DKB) di aity padat

karya di masa-masa yang akan datang.



BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendahuluan

Konsep digunakan untuk menggambarkan secara @patniena yang hendak
diteliti. Konsep ini dapat menyederhanakan pemikidengan menggunakan suatu
istilah untuk beberapa kejadian yang saling ketexkaKonsep yang bersifat abstrak
ini banyak digunakan dalam penelitian-penelitiasialo Dalam memahami teori
haruslah terlebih dahulu memahami tentang pengekbasep. Berhubungan dengan
konsep, Singarimbun dan Effendi (1989:37) menyatakahwa: “Konsep adalah
istilah atau definisi yang digunakan untuk menggarkén secara abstrak kejadian,
keadaan, kelompok atau individu yang menjadi ppsgtatian ilmu sosial.”

Melalui konsep, peneliti diharapkan akan dapat mdeyhanakan
pemikirannya dengan menggunakan satu istilah urtekerapa kejadian yang
berkaitan satu dengan yang lainnya. Tujuannya hdal#uk menyederhanakan
pemikiran kita dengan jalan menggambarkan sejuméaistiwa.

Dengan demikian tujuan dari konsepsi dasar tersedddlah untuk
menyederhanakan pemikiran kita dan memberi landaséok kerangka berpikir
untuk membahas dan mengkaji masalah yang menjadpokok suatu penelitian.
Konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomeng gmomuskan atas dasar
generalisasi dari sejumlah karakteristik, kejadie@adaan kelompok atau individu

tertentu.

2.1.1 Strategi Pembangunan dalam Penanggulangan Kemiskinan

Pembangunan, sebagplanned societal changéperubahan sosial yang
direncanankan), bukanlah konsep yang netral, bakakbnsep yang bebas nilai.
Pembangunan merupakan suatu konsep yang "sardt @itinya, pembangunan
terkait apa yang dianggap baik atau buruk menwgogalaman sejarah suatu bangsa
(Tjokrowinoto, 1987:6).

17
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Meskipun tidak pernah ada definisi yang memuaskaars universal, namun
sangat perlu untuk memberi definisi yang diharapkemdekati nilai-nilai universal
di atas. Sebab, definisi yang diungkapkan akanamepak pada model pembangunan
yang akan digunakan.

Pembangunan sering dirumuskan sebagai proses parulyang terencana,
dengan kata lain pembangunan menyangkut prosesaikanb (Kazt dalam
Tjokrowinoto, 1996). Dalam pengertian ini pembargumencakup tiga aspek yang
sama pentingnya, yaitu mempertinggi kehidupan mngenciptakan keadaan yang
dapat membantu pertumbuhan rasa harga diri danendrangkan kebebasan untuk
memilih dengan jalan memperluas kesempatan untukilihe

Untuk mencapai tujuan yang termaktub dalam pembaguterdapat lima
strategi pembangunan yang mendasari proses petaispembangunan dalam suatu
negara, yaitu pertumbuhan, welfare state, neoekpreirakturalis dan humanizing.
Namun, menurut Dyah (2001) sebagaimana dikutip dlahumury (2004:13), dari
kelima startegi tersebut yang banyak diterapkarydéga, yaitu:

1. Pertumbuhan yang menekankan paitkle down effectian teori pertumbuhan.

Konsep pembangunan yang serta merta dianut olghtdo@uta rakyat di
Dunia Ketiga ini pada dasarnya merupakan refleksiagigma Barat tentang
perubahan sosial. Pembangunan diidentikkan dengeak dangkah demi langkah
menuju modernitas yang lebih tinggigher modernity)Yang dimaksud modernitas
disini merefleksi pada bentuk perkembangan dan kemnaeknologi dan ekonomi
seperti yang dicapai oleh negara-negara industri.

Paradigma pertumbuhan meletakkan pembangunan ekaedragai sentra
dari pembangunan nasional suatu negara. Dengapamapertumbuhan pada jangka
waktu tertentu hasil-hasilnya akan menetes ke bdtriakle down effect)Paradigma
pembangunan demikian ini kemudian mencapai hast yaemuaskan. Keberhasilan
ini ternyata berpengaruh terhadap perubahan petatgp@raf hidup, pemenuhan
dengan nyata kebutuhan pokok dan pola konsumsi miasyarakat Indonesia

seluruhnya. Dari sisi sosiologis, gejala yang ndmpalalah berkembangnya
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kelompok kelas menengah yang terus membesar dialugeerkotaan.Namun,
keberhasilan pembangunan yang menitikberatkan padambuhan ekonomi ini
ternyata tidak hanya melahirkan dua fenomena gni(katan pendapatan perkapita
dan mulai berkembangnya lapisan kelas menengah) Bagisi lain, pembangunan
juga melahirkan dua fenomena baru yaitu masih bgslangnya kemiskinan di kota
dan desa serta tingginya tingkat investasi nasiditEndingkan dengan perolehan
atau pendapatan nasional.

Tjokrowinoto (1996) menegaskan bahwa keberhasilaaradigma
pertumbuhan mencapai pertumbuhan ekonomi yangititelgh membawa berbagai
akibat yang negatif. Momentum pembangunan dicapagan pengorbangat the
expense offdeteriorasi ekologis, penyusutan sumber alam, uinya kesenjangan
sosial dan dependensi dan masih berlangsungnyaskieam di berbagai wilayah di
Indonesia.

Dengan demikian, dorongan untuk mencapai pertumbigi@nomi yang
setinggi-tingginya seringkali berakibat pada teil@doanya upaya pembinaan
kelembagaan dan pembinaan kapasitas, sehingga pgumaam bernuanseentral
imposed blue print plaiiKorten, 1988), yaitu pembangunan yang dirumusiah
teknokrat dan alokasi sumber pembangunan yang adistiy cenderung meng-
cripple-kan (menyepelekan) potensi masyarakat ysada gilirannya akan bersifat
disempowering menekan kemampuan masyarakat untuk mengaktuladinas
potensinya.

Dari kegagalan strategi pertumbuhan tersebut, maka&lah paradigma
pembangunan dengan konsep pemerateagis(ribution with growth yang lebih
diarahkan pada paradigmeelfare state
2. Welfare Stateyang menekankan pada redistributwaith growth

Irma dan Cynthia (dalam Riyadi 1981:19) pernah geemukakan bahwa
pada tahap-tahap pertama, kebijksanaan dasar yamyah mengutamakan
peningkatan laju pertumbuhan atau produksi, sditfalk mendukung keadilan sosial

bagi masyarakat kecil.
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Oleh karena itu, perlu adanya peninjauan (reorsgntarhadap kebijaksanaan
dasar pembangunan pada negara-negara yang mukantEng agar meletakkan
suatu pandangan baru yang dikenal dengan kebijakdrstribution with growth”.
Pandangan ini pada dasarnya menekankan pada masatenataan pembangunan,
khusunya peningkatan hidup bagi golongan yang avabayang berpenghasilan
rendah di dalam masyarakat.

Menurut Strecten, Bulki dan Ul Haq (dalam Tjoktowntim, 1995)
mengungkapkan startegi pembangunan kesejahteresabiié didasarkan pada tiga
argumentasi pokok, yaitu :

a. Banyak dari kaum miskin tidak memiliki aset-aseddquktif selain kekuatan
fisik mereka, keinginan kerja dan inteligensi dasareka. Pemeliharaan aset
tersebut tergantung pada peningkatan akses terhmalapanan publik serta
pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyediagada umumnya.

b. Peningkatan pendapatan kaum miskin boleh jadi tdekingkatkan standard
hidup mereka atau barang-barang dan jasa yang cmalan kebutuhan dan
tingkat pendapatan mereka tidak tersedia.

c. Peningkatan standard hidup golongan miskin darigyamskin melalui
peningkatan produktivitas mereka memerlukan waldngysangat lama dan
dalam posisi tertentu karena satu dan lain hal kaebarangkali tetap tidak
dapat bekerja. Paling tidak program subsidi jangkadek dan barangkali
program subsidi permanen diperlukan agar rakyatdayeat bagian dari hasil-
hasil pembangunan.

3. People Centered Developmsaing menekankan pada pemberdayaan manusia.

Konsep ini diperkenalkan oleh Friedman (1992) ydalyir dari proses
interaktif konseptop down dan bottom up-growth strategylan people centered
strategy Asumsi dasar dari peradigma ini adalah sumbea dagnusia merupakan
determinan utama keberhasilan pembangunan. Asumsgiiiihami oleh kenyataan
bahwa beberapa negafdefvly Industrilized Economigyang miskin akan sumber

daya alam dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yawggitdalam dua tiga
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dasawarsa karena kualitas sumber daya manusia@ayavaBsumber daya manusia
mempunyai posisi sentral dalam mewujudkan kinegelpangunan agaknya tidak
ada yang membantah. Kalaupun ada perbedaan wawaedogdaan tadi terletak
pada kualitas normatif sumber daya manusia.

Masyarakat teknologi menjadikan manusia sebagaelolothan memprogram
manusia melalui pendidikan dan lain sebagainya agamusia menyesuaikan diri
mereka dengan logika dari suatu sistem. Hakikatusiandi sini cenderung dilihat
sebagai salah satu bentuk faktor produksi semata-ry@ng melengkapi faktor
produksi yang lain. Karenanya, ruang lingkup pemalsah pustaka-pustaka yang
menyangkut pengembangan sumber daya manusia terpatla masalah-masalah
pendidikan, peningkatan keterampilan, kesehatanstatitas dan morbiditas.
(Moeljarto, Makalah Tanpa Tahun:15).

2.1.2 PAM-DKB

Dampak krisi moneter pada tahun 1997 yang berkapgan, belum dapat
diatasi secara tuntas. Beban tersebut ditambaldésgjan adanya kebijakan kenaikan
harga BBM pada tahun 2005 yang lalu sebanyak dua %ang disebabkan
melonjaknya harga minyak dunia. Akibatnya, hargaghaneningkat tajam, daya beli
masyarakat menurun, PHK meluas, penganguran beatadn jumlah kemiskinan
meningkat

Melonjaknya harga miyak dunia membuat pemerintahgambil kebijakan
harus menaikan harga Bahan Bakar Miyak (BBM). Hail dilakukan guna
meringankan dan mengurangi beban anggaran penterohdidam menyediakan
supsidi BBM yang besar. Dampak dari kenaikan BBMgs& memberatkan bagi
perekonomian masyarakat dan dunia usaha yang bpattapada problem-problem
sosial ekonomi.

Untuk menangani masalah kemiskinan, berbagai upailgh dilakukan

melalui bermacam-macam pendekatan dan kebijakak,d@h pemerintah Pusat,
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Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Kebijakan dan Rrogyang telah dilaksanakan
Pemerintah Pusat.

Untuk dapat mengatasi masalah kemiskinan di JawaufTsecara maksimal,
pada tahun 2006 ditetapkan kebijakan strategi pangjfat penyelamatan kemiskinan
yang disebut Program Aksi Mengatasi Dampak KenalB&M dan Kemiskinan
(PAM-DKB) dan didanai oleh APBD Propinsi Jawa Tindan APBD Kabupaten
(Cash Shering Program ini bersifat penyelamatan, karena sesaam mempunyai
tujuan meringankan beban masyarakat akibat dampaiaikan BBM seperti
memperbaiki daya beli masyarakat, kemiskinan dae®kya tidak meluas, ekonomi
riil pada tingkat mikro.

PAM-DKB mendapat dukungan dari DPRD Propinsi Javiauf melalui
Laporan Panitia Anggaran dan Pendapat Akhir Frdkalsi yang disampaikan pada
penetapan APBD Propinsi Jawa Timur tahun 2006 (li@mpPeraturan Gubernur
Jatim No. 12 Tahun 2006). Pedoman umum PAM-DKB slisusebagai penjabaran
dari keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/1/8@13/2006 tentang Bantuan
Program Aksi Mengatasi Dampak Kenaikan BBM dan kskmian (PAM-DKB) dan
Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/2/KPTS/2106 tentang Komite
Program Aksi Menatasi Dampak Kenaikan BBM dan Ké&men (PAM-DKB).
(Sumber: Pedoman Umum PAM-DKB Propinsi Jawa Timur).

Program PAM-DKB ini mempunyai tujuan, sasaran, bgl&egiatan, prinsip
kegiatan secara umum dan proses usulan. MenuratuPam Gubernur Jawa Timur

Nomor: 12 tahun 2006 ialah sebagai berikut:

2.1.2.1 Tujuan PAM-DKB
1. Tujuan Umum
Penyelamatan dari situasi krisis sosial, ekonorgi kaluarga miskin, usaha
mikro, kecil dan menengah dengan pendekatan polb@elayaan masyarakat.
2. Tujuan Khusus

a. Menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya bagirGaki
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Meningkatkan pendapatan Gakin agar bisa bertahdamdanenghadapi
kesulitan ekonomi.

Mengembangkan kemampuan usaha dan peluang behegir@akin.
Menyediakan dan mengoptimalkan sarana dan praseebotuhan dasar
untuk peningkatan kualitas hidup bagi Gakin.

Mengoptimalkan kemitran berbagai potensi yang ada nihsyarakat
mewujutkan keterpaduan dan keberlanjutan progranmamq@gulangan
kemiskinan secara partisipatif.

Menguatkan kelembagaan dan kewaspadaan masyagd@berfungsi dan
berperan optimal dalam pembangunan dan penangguldagniskinan.
Meningkatkan kemampuan masyarakaat dalam perentcamadaksanaan,

pengawasan dan pelestarian.

2.1.2.2 Sasaran PAM-DKB

1. Sasaran Situasi

a.

b.

C.

Terciptanya lapangan dan kesempatan kerja selushya dan sebanyak-
banyaknya pada sektor usaha masyarakat kecil daangeah.
Meningkatkan daya beli masyrakat khususnya Gakin.

Mengurangi kerentanan dan memperkuat penyanggaekdpakin.

2. Sasaran Lokasi

Sasaran lokasi diprioritaskan pada desa/kelurabng:y

a) Terdapat keluarga miskin sesuai pendataan Badaat Batatistik (BPS).

b) Pada saat program ini berjalan tidak menerima praghPP, Gerdutaskin,

PPK, P2KP, PKPS-BBM IP dan program penanganan kamais yang lain.

3. Sasaran Kelompok

a.
b.

C.

Gakin pengangguran.
Gakin pekerja.

Gakin dengan masalah khusus (cacat, lansia dateiain
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2.1.2.3 Bidang PAM-DKB
1. Bidang Pencipta Lapangan Kerja

Bidang yang ditangani merupakan kegiatan penciptEgangan kerja
langsung berkelanjutan, diantaranya usaha: Pembyaang, Pengelolaan limbah
plastik, Pembibitan, Peternakan dan perikanan, Batab pupuk organik, Produk
potensial Desa/Kelurahan, Kegiyatan lapangan Kaifayang disesuaikan dengan
kebutuhan Pogakin.
2. Bidang Padat Karya Desa

Bidang yang ditangani merupakan pekerjaan pembamgynasarana yang
dapat dilaksanakan dengan pola padat karya, sg@eer@inganan: Jalan dan jembatan
desal/kelurahan, Saluran irigasi pedesaan, Pengerekebung, Sanitasi dan air
bersih, Pasar desa, Kegiatan padat karya lain gisesuaikan dengan kebutuhan
Pogakin.
3. Bidang Pengutan dan Perluasan Pasar

Bidang yang ditangani meliputi kegiatan: PasarahuBursa UKM, Pasar
malam, Pasar Sabtu Minggu (Tugu), Pasar jawa, Rampameran, Bantuan
kesejahteraan untuk Gakin dengan masalah Khusus.
4. Bidang Investasi

Bidang yang ditangani meliputi:

a. Pemberian bantuan pinjaman untuk Pemberdayaan Ekdbdesa/Kelurahan
(PEM-Des/Kel) sebagai investasi awal dengan buagakl dan bergulir pada
kelompok dengan sistem tanggung renteng.

b. Pemberian bantuan pinjaman untuk UKM dengan syaetambah tenaga
kerja dan atau mempertahankan tenaga kerja yarahsagh dengan bunga
lunak dan bergulir yang dikelola Biro Perekonomi@etda Propinsi Jawa
Timur.

c. Pemberian pinjaman dengan bunga lunak untuk cakhnielalui PJTKI

yang dikelola Biro Perekonomian Setda Propinsi Jaivaur.



25

2.1.2.4 Prinsip Pelaksanan PAM-DKB

a.

Akseptabel

Bahwa seluruh aspek pengelolaan kegiatan dilaksanakerdasarkan
kesepakatan antar pelaku, sehinga memperoleh dakwgggnua pihak.
Transparan

Pengelolaan kegiatan dilakukan secara terbukangghidapat terkendali dan
terwujud.

Akuntabel

Pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggunglamabecara struktural
dan sosial kepada masyarakat.

. Keterpaduan

Kegiatan antar komponen dapat saling menunjang sééing melengkapi
terkait dengan kebutuhan untuk kegiatan ini.

Keberlanjutan

Hasil kegiatan dapat memberikan manfaat kepada arasat secara

berkelanjutan dan jangka panjang.

2.1.2.5 Pembiayaan PAM-DKB

1. Sumber Pembiayaan

Dana PAM-DKB berasal dari APBD Propinsi Jawa Tintalhun anggaran

2006 yang tertuang dalam Dana Alokasi Satuan K&RSK) Badan Perencanaan

Pembangunan Propinsi (Bappeprop) Jawa Timur taB06.2

2. Struktur Pembiayaan

a.

b.

Anggaran PAM-DKB terdiri dari bantuan biaya pelai@an kegiatan dan
Belanja Operasi dan pemeliharan (BOP).

Bantuan biaya pelaksanan kegiatan PAM-DKB terdidri:d Penciptan

lapangan kerja, padat karya desa, perluasan dagugim pasar, investasi

atau pemberdayaan ekonomi mikro pedesaan.
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c. Bantuan Belanja Operasional dan Pemeliharan (B@Ry dilaksanakan oleh
komite Propinsi untuk keperluan.

d. Sebagai dana bantuan BOP Camat digunakan untul bijagrasional PKK
Kecamatan, sedangkan sebagian BOP kepala desaakiigyumuntuk baaya
operasional PKK desa dan biaya operasional LPMDgameai kegiatan PAM-
DKB.

3. Mekanisme Penyaluran

a. Biaya pelaksanan kegiatan PAM-DKB disalurkan lamgsukepada
Kabupaten, Kecamatan dan Desa serta penerima danga | setelah
ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur.

b. Penyaluran dana bantuan kegiatan dan BOP disallakgsung ke rekening
penerima dana melalui Bank Jatim.

4. Pengolahan Dana

a. Pengelolaan dana BOP PAM-DKB adalah Komite PAM-DRi®pinsi Jawa
Timur.

b. Pengelolaan dana bantuan kegiatan PAM-DKB adalabupaen/Kota,
Kecamatan, Desa/kelurahan dan LPMD atau lembagayaiyang menerima
bantuan.

c. Pengelolan dana bantuan kegiatan dan BOP PAM-DKpad& lembaga
penerima dana dilakukan secara swakelola dan ditl@k&n dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

d. Penggunaan dana bantuan kegiatan PAM-DKB dilaksamdlerdasarkan
Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang telah diseasnaiteh ketua komite
dengan koordinasi kepala Bappeprop Jawa Timur déetathui oleh
Gubernur Jawa Timur.

5. Dana Pendampin@ost Sharing)
Agar penegganan kemiskinan di Jawa Timur dapatkshl@akan secara

berdaya guna, maka pemerintah Kabupaten/Kota wajibnyerahkan dana
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pendampingCost SharingJdalam APBD Kabupaten tahun 2006 minimal 50 persen

dari alokasi dana PAM-DKB Propinsi yang diterimdgblpaten.

2.1.2.6 Organisas Pelaksana

1. Ditingkat Propinsi

a.
b.

Pelindung/Penasehat adalah Gubernur dan Wakil Gub&awa Timur.
Pengarah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Jawar Tan dibantu asisten

Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur.

c. Kordinasi Program Kepala Bappeprop Jatim dibaigh @akil Bappeprop.

Tim Pendamping Propinsi (TPP) yaitu komite propigang terdiri dari
tenaga ahli dari perguruan tinggi dan LSM yang ek dibidang

pemberdayaan masyarakat.

2. Tingkat Kabupaten

a.
b.

Pembina PAM-DKB Kabupaten/Kota adalah Bupati ataalikdta.

Tim kordinasi Kabupaten/ Kota adalah Sekda sebagaigaruh, Unsur

Bapeda sebagai Ketua, Unsur Bapemas/PMD sekre@misnggota, seorang
Staf Bapeda sebagai bendahara keuangan yang HKéetageh Bupati/

Walikota.

Tim pendamping Kabupaten adalah organisasi yanigediuk oleh komite

propinsi.

3. Tingkat Kecamatan

a.
b.

Pembina PAM-DKB Kecamatan adalah Camat.

Pendamping Kecamatan adalah dibentuk oleh komijeimsi

4. Tingkat Desa/Kelurahan

a.
b.

Pembina PAM-DKB Desa/Kelurahan adalah Kepala Desakh.

LPMD/LPMK  merupakan unit pelaksana PAM-DKB ditingka
Desa/Kelurahan.

Kelompok Keluarga Miskin ( Pogakin) sebagai pelalksprogram.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Pelaksana PAM-DKB
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Sumber : Pedoman Umum PAM-DKB Tahun 2006.

Keterangan :

: Alur komando.

: Alur koordinasi
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2.1.2.7 Pengelolaan PAM-DKB
1. Persiapan

a.

Rapat Koordinasi Tingkat Propinsi

Kegiatan ini diketahui oleh koordinator PAM-DKB ndis dan instansi terkait,
Pendamping Propinsi, dan seluruh anggota komitgipso Rakor Koordinasi
diselenggarakan komite propinsi dengan materi:

1) Penjelasan umum PAM-DKB.

2) Pembahasan Pedoman Umum dan PTO.

3) Masukan-masukan dan saran-saran untuk perbaikan BKBI

Sosialisasi Tingkat Propinsi

Kegiatan sosialisasi propinsi diselenggarakan kemropinsi dengan
melibatkan koordinator PAM-DKB, Komite Propinsi, nfi Pendamping
Propinsi, Bakorwil, Dinas/Instansi Propinsi Terkaffekda dan Bappeda
Kabupaten, Camat se Jawa Timur serta calon Pendgri{aibupaten.
Sosialisai Tingkat Bakorwil

Kegiatan sosialisasi Bakorwil diselenggarakan olBakorwil dengan
melibatkan Koordinator PAM-DKB, komite propinsi, nii pendamping
propinsi, Bakorwil, Dinas Propinsi terkait, AsisieRappeda dan Bapemas

Kabupaten, serta Camat se wilayah Bakorwil.

. Pembentukan Pendamping Kabupaten dan Pendampirgnigéam.

Pendamping kabupaten atau kota dan pendamping kémanberasal dari
anggota LSM dan masyarakat lokal yang berpengalanddmndang

pmberdayaan masyarakat dan administrasi keuangan.

Pelatihan Tim Pendamping Kabupaten dan Kecamatan.

Penjelasan mengenai: Pengelolana PAM-DKB, Pedonrannt PTO, dan
Pengelompokan Gakin.
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f. Sosialisasi dan Pelatihan Tingkat Kabupaten
Penjelasan mengenai: Pengelolan PAM-DKB, penjeldatum dan PTO
PAM-DKB, penunjukan lembaga pengelola program seréenbentukan
Pogakin.
g. Sosualisasi dan Pelatihan Tingkat Kecamatan
Pengelolaan PAM-DKB, Penjelasan Pedum dan PTO PAB-Dserta
pembentukan Pogakin.
h. Sosialisasi dan Pelatiahan Tingkat Desa
Kegiatan ini diselenggarakan Desa/Kelurahan bekam@ dengan
Pendamping Kecamatan. Nara sumber dari Tim Koosdikabupaten,
Camat, Pendamping Kecamatan dan Lurah. Materi tegiaPenjelasan
pengelolaan program, penjelasan Pedum dan PTO PKBIL-D
I. Pembentukan Pogakin
1) Data Gakin dari BPS dikirim oleh Komite Propinsaatpendamping
Kabupaten/Kecamatan ke kantor desa untuk di vesiikulang serta
dibahas dalam FMD.
2) Data hasil verifikasi dikelompokkan dari PogakingBkin dan ditetapkan
dalam FMD.
2. Perencanaan
a. Musyawarah Pogakin
Musyawarah pogakin dihadiri para anggotanya deaganda:
1) Menentukan ketua Pogakin dan nama Pogakin.
2) Membuat usulan rencana kegiatan termasuk lokagjaaag.
3) Kegiatan tersebut difasilitasi oleh LPMD, lembagalaKepala Desa,
Pendamping Kecamatan.
b. Forum Musyawarah Desa/Kelurahan
Forum Musayawarah Desa dihadiri oleh Kepala Desaumu LPMD atau
lembaga lain, Ketua Pogakin, Kepala Dusun, Rukurmrg&/dRW), Rukun
Tetangga (RT), tokoh masyarakat dan pendampingkatcan.
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1) Menginventarisir usulan rencana kegiatan Pogakin.

2) Merumuskan dan Mensinkronkan usulan Pogakin berkiasadokumen
perencanaan desa.

3) Mengngelompokkan usulan-usulan kegiatan Pogakidasarkan bidang-
bidang dalam lingkup kegiatan PAM-DKB.

4) Usulan kegiatan Pogakin hasil keputusan FMD, menjstdilan resmi
kegiatan PAM-DKB desa yang diketahui dan disetijgpala Desa untuk
diusulkan kepada Camat dan Pendamping Kecamatan.

3. Verifikasi Usulan Kegiatan
a. Verifikasi Kecamatan

Camat dan Pendamping Kecamatan melakukan veriviksigian kegiatan

Pogakin hasil musyawarah Desa/Kelurah@spek yang diverifikasi antara

lain:

1) Kelengkapan dokumen.

2) Kelayakan prasarana yang di usulkan.

3) Rencana Anggaran Biaya (RAB).

4) Jadwal Pelaksanaan.

5) Keterpaduan prasarana yang ada di Desa/ Kelurahan.

6) Ketersediaan bahan (lokal) dan tenaga kerja Pogegtigang

b. Verifikasi Kabupaten/Kota

Tim koordinasi Kabupaten/Kota dan pendamping Katempamelakukan

verifikasi usulan kegiatan Pogakin seluruh Kecamatdengan tetap

memperhatikan Singkronisasi Program/kegiatan diugaben. Aspek yang
diverifikasi antara lain:

1) Kelayakan prasarana yang diusulkan.

2) Rencana Anggaran Biaya (RAB).

3) Jadual pelaksanaan.

4) Keterpaduan terhadap program kemiskinan yang lain.
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c. Verifikasi Tingkat Propinsi
Komite PAM-DKB melakukan verifikasi usulan kegiat&ogakin seluruh
Kabupaten dengan tetap memperhatikan singkronisagram atau kegiatan
dan kelayakan baik ditinjau dari segi teknis maupenmadap. Aspek yang
diverifikasi adalah:
1) Kelayakan prasarana yang di usulkan.
2) Kesesuaian rencana angagaran biaya terhadap pagaran.
3) Kesesuaian jadwal pelaksanaan terhadap anggatamnsihaarga bahan,

Honor (HOK) gakin dan volume fisik prasarana.

4) Keterpaduan terhadap program kemiskinan yang lain.



Gambar 2.2 Alur Usulan Kegiatan PAM-DKB
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Sumber : Peduman Umum PAM-DKB Tahun 2006.

Keterangan :

. Alur usulan katgn PAM-DKB.
. Alur koordind®AM-DKB.
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1.1.3 Analisis Perumusan Masalah Kebijakan

Masalah kebijakan adalah nilai, kebutuhan dan kpatan yang belum
terpenuhi, tetapi yang dapat didefinisikan dan mhtanelakukan tindakan publik.
Perumusan masalah, sebagai salah satu tahap dalses penelitian dimana analisis
meraba-raba untuk mencari definisi yang mungkin geaai situasi problematis,
merupakan aspek yang paling rumit tetapi yang galadikit difahami dalam analisa
kebijakan. Proses perumusan masalah kebijakan tdaigikuti aturan-aturan yang
definitif, karena masalah kebijakan itu sendiri esatkian kompleks. Masalah
kebijakan merupakan tahapan yang paling kritis daénalisa kebijakan, karena
analisa lebih sering memecahkan masalah yang sddeth pada menemukan
pemecahan yang salah atas permasalahan yang Kesalahan fatal dalam analisa
kebijakan adalah memecahkan rumusan masalah yéaty lssrena analisis dituntut
untuk memecahkannya secara benar.

Cara seseorang mengkalsifikasikan masalah akanntuia® cara mereka
menjelaskan dan berusaha memecahkannya. Pandaeggemai kepelikan masalah
bergantung pada nilai-nilai dan kebutuhan-kebutuhpa yang dipandang paling
penting. Berikut ini dikemukakan beberapa karaktaei pokok dari masalah
kebijakan menurut William N. Dunn (1984: 94) sehdgaikut:

1. Saling bergantung
Masalah kebijakan dalam satu bidang seringkali nesrgaruhi masalah
kebijakan lainnya. Masalah bergantung ada dua pxeteae
a. Pendekatan analitik yaitu pendekatan yang memecabalah kedalam
elemen-elemen atau bagian-bagiannya, karena masadi@mg-kadang dapat
didefinisikan dan dipecahkan terpisah satu dengag Jainnya.
b. Pendekatan holistik pendekatan yang memandang aelbzagian dari
keseluruhan yang tidak dapat dipisahkan dan dapetud sendiri.
2. Subjektif
Kondisi eksternal yang menimbulkan masalah dideikan,

diklasifikasikan, dijelaskan dan dievaluasi secaiaktif.
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3. Buatan
Masalah kebijakan hanya  mungkin ada jika  manusia
mempertimbangkannya jika merubah situasi probleamdasalah kebijakan
merupakan buah pandangan subjektif manusia.
4. Dinamis
Masalah dan perubahannya berada dalam suasanaalp@nuipang terus

menerus, karenanya masalah tak akan pernah dgpatdbkan secara tuntas.

2.1.3.1 Perumusan Masalah Dalam Analisa Kebijakan

Syarat yang dibutuhkan dalam rangka memecahkanlahagang susunannya
tidak jelas, tidak samadengan yang dibutuhkan umakalah yang tersusundengan
baik. Jika pada masalah yang tersusun dengan baksa dapat menggunakan
metode-metode konvensional untuk memecahkan magalaf) telah dirumuskan
dengan jelas atau terbukti sendiri, maka pada mlasang susunannya tidak jelas
terdapat tuntutan agar analisa mengambil langkatarpa dengan mendefinisikan
masalah itu sendiri. Dalam mendefinisikan sifat a@s analisa tidak hanya
meletakan dirinya dalam situasi problematis, tetepus juga menguji pemikiran dan
wawasannya secara kreatif. Analisa kebijakan tafcpada perumusan masalah dan

setelah itu baru pada pemecahan masalah.

2.1.3.2 Tahap Perumusan Masalah K ebijakan

Perumusan masalah dalam analisis kebijakan dgmatadhng sebagai proses
dengan tiga tahap yang berbeda tetapi saling bergag menurut William N. Dunn
(1984: 107-111) ’konseptualisasi masalah, speasilisnasalah dan pengenalan
masalah”. Proses perumusan masalah dapat dimualtadeap manapun diantara
ketiga tahap tersebut.

Konseptualisasi masalah adalah analisa kebijakag ynenghindari memilih
idiologi atau mitos yang salah dalam mengkonsejstagil situasi problematis, karena

harus memilih masalah yang benar. Sedangkan spasianasalah memilih sajian
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subsantantif memilih model yang benar harus kix.pPengenalan masalah adalah
menganalisa pokok problematis yang akan dikaji dianalisis permasalahan yang
timbul. Dari ketiga tahapan tersebut perumusan lalasakan lebih mudah dikenali
dan dijabarkan kedalam pokok permasalahan yang alkaji dalam proses

kebijakan.

2.1.3.3 Tehnik Dalam Analisis Perumusan K ebijakan

Perumusan masalah adalah proses memunculkan dangeteen
konseptualisasi alternatif dari situasi problemaisalis Perumusan masalah meliputi
lima analis yaitu:
1. Analisis klasifikasi

Analisis untuk mempelajari konsep yang digunakdardanendefinisikan
situasi problematis. Dalm mendalami situasi prolatesn analisis kebijakan harus
mengklasifikasikan pengalaman-pengalaman merekaskripsi yang paling
sederhana mengenai situasi problematis didasarkda klasifikasi pengalaman
melalui penelaran induktif, proses dimana konsepuram(abstrak), seperti
kemiskinan, kriminalitas, dan populasi, dibentuklahe pengalaman atas objek
obyek atau situasi kusus (nyata).

Metode untuk mengetahui secara pasti apakah dagasistem klasifikasi
benar, terdapat beberapa aturan yang membantu kiekg@a bahwa sistem
klasifikasi relevan dengan situasi problematis dastara logika konsisten
menurut William N. Dunn (128-129) sebagai berikut:

a. Relevan Substantif: dasar klasifikasi harus dibanmenurut tujuan

analisa dan situasi problematis.

b. Ketentuan: kategori dalam sistem klasifikasi hasesnpurna atau

tuntas. Persoalan atau situasi yang menjadi parhanalisa harus

dicakup, dengan begitu harus dibicarakan.
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c. Keterpilihan: kategori-kategori harus benar-berapitah atau berdiri
sendiri. Setiap persoalan atau situasi harus dient menurut satu
dan hanya satu kategori atau sub kategori.

d. Konsistensi: setiap kategori dan sub kategori haidasarkan pada
prinsip klasifikasi tunggal. Penyimpangan aturan nimbgulkan
tumpang tindih antara sub-sub kelas dan dikenaagysgtihe fallacy of
cross divisionpembagian silang yang keliru).

e. Pembedaan hirarkhis: ari tingkat dalam sistem kasif (kategori, sub
kategori)harus secara cermat dibedakan. Aturayeing yang menjadi
garis pedoman dalam menginterprestasikan sistesifikéesi.

2. Analisis Hirarkhi
Tehnik mengidentifikasi sebab-sebab yang mungkinri dsistem
problematis. Analisis hirarkhi membantu analisisngidentifikasi tiga macam
sebab.

a. Sebab yang mungkin adalah kejadian-kejadian ataakan-tindakan
yang mengikut-sertakan terjadinya situasi permasala

b. Sebab yang masuk akal adalah sebab yang berdaspeketitian
iimiah atau pengalaman langsung, dipercaya mengatiab yang
penting pada terjadinya situasi problematis.

c. Sebab yang dapat dirubah adalah sebab yang mesgadran dari
kontrol atau manipulasi yang dilakukan oleh pengérkébijakan,
karena tidak ada kebijakan yang segera dapat mearkdnsepsi
yang di rumuskan.

3. Analisa Asumsi
Tehnik yang bertujuan menciptakan sintesa yangtikratas asumsi-
asumsi yang bertentangan mengenai masalah kehijakaalisis asumsi
merupakan metode yang paling komperhensif diarsanaua metode perumusan

masalah, karena metode ini mencakup semua progadgrdipakai oleh tehnik-
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tehnik lain dan dapat berfokus pada kelompok-kelmmmdividu-individu, atau

keduanya. Gambaran paling penting dalam analisisngisini adalah analisis
tersebut secara eksplisit dibuat untuk mengataaisa kebijakan, pengambilan
kebijakan dan pelaku-pelaku lain tidak dapat sefahi@ntang bagaimana
merumuskan masalah. Kriteria pokok untuk menilacukeipan formulasi

masalah adalah apakah konflik asumsi mengenai ssitpeoblematis telah

dimunculkan, dipertentangkan dan secara kreat#rdgintesanya.

Dari pokok pembahasan analisis rumusan masalaljakehitersebut dalam
penelitian ini dipergunakan analisis asumsi yangaaia analisi asumsi yang masuk
dalam kriteria proses perumusan usulan Program Miesigatasi Dampak Kenaikan
BBM dan Kemiskinan (PAM-DKB) yang akan diteliti éah bidang padat karya Di
Desa Gambiran yang akan di jadikan usulan dalammgsalahan rumusan masalah
tersebut. Dimana proses perumusan usulan tersehjukah atau diusulkan oleh
kelompok keluarga miskin (Pogakin) sebagai kegiaBAM-DKB yang akan

dijalankan.

2.1.3.4 Penentuan Kriteria Pemilihan Alternatif Kebijakan

Untuk memilih dan menetapkan alternatif langkiakervensi diperlukan
parameter atau kriteria. Salah satu parameter laigeria Menurut Joko Widodo
(2007: 73-74) yang digunakan berupa:
1. Technical feasibility

Kriteria penilaian untuk melihat sampai sejauh maigernatif langkah
intervensi dapat mencapai tujuan dan sasaran yaiy ditetapkan. Kriteria ini lebih
menekankan pada aspek efektifitas.
2. Economic and Financial feasibility

Sampai sejauh mana alternativ langkah intervertii reembutuhkan biaya
dan berapa besar keuntungan yang dapat diperoketsuttu langkah intervensi.

Kriteria ini lebih menekankan pada aspek efisiensi.
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3. Political viability

Melihat seberapa jauh efek maupun dampak politikgyakan ditimbulkan
oleh setiap alternatif langkah intervensi. Dampaktik dari alternatif kebijakan ini
akan dilihat tingkat aksebilitasa¢ceptability, kecocokan dengan nilai dari
masyarakat gppropriateness responsivitas résponsivene$s kesesuaian dengan
perundang-undangafteg@al suitability), dan pemerataarduity). Kroteria ini intinya
untuk memperoleh dukungan politipdlitical sponsorship terhadapa alternatif
langkah intervensi yang akan dipilih dan ditetapaka
4. Administrativ operability

Melihat seberapa besar kemungkinan suatu alterndéipat berhasil
dilaksanakan dalam konteks politik, ekonomi, sodeh administrasi yang berlaku.
Kriteria ini akan melihat otoritas instansi pelakgaa komitmen kelembagaan,

kapbalitas staf dan dana, dan dukungan organisasi.

1.1.4 Formulas

Pengertian pokok evaluasi dalam perencanaan prograembawa
konsekwensi logis terhadap formulasi yang dikemkangkonsep-konsep baru
dengan mendasar dan menyeluruh. Kebanyakan ahliberédan makna evaluasi
sebagai wawasan penelaahan terkendali yang tidajaHhaerarti sebuah penelitian,
melainkan lebih dari sekedar penelitian Mutrofieg&:11).

Menurut Good Carter (dalam Mutrofi 1988:11) “Evaualah suatu proses
mempertimbangkan suatu penetuan nilai atau penemai jumlah sesuatu dengan
penafsiran yang cermat”.

Pemahaman mengenai makna evaluasi sangatlah bdrbéadamenurut Rossi
dan Freeman (dalam Samsul .H dan Mutrofin 2006:@)nisi evaluasi ialah
“Evaluasi merupakan aplikasi sistematis dari prasatset sosial untuk menaksir
atau menilai konseptualisasi dan desain, implemsenserta utilitas program

intervensi sosial”.
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Tidak salah jika Joni (dalam Mutrofin 1988:12) mempai pandangan bahwa
pengertian evaluasi erat berhubungan dengan kgressglitian dan pengembangan.
Menurut keterangan tidak salah kiranya “jika ordmgranggapan bahwa sebagai
konsekwensi dari vitalnya penelitian di dalam psogenelitian, perencanaan dan
pengembangan program”.

Dari sudut spesifikasi objeknya berarti menilai dagai macam program
pemerintah sesuai dengan problem-problem yang aghatasyarakat. Dari sudut
teknik pengukurannya yaitu cara-cara untuk merplaigram-program pemerintah
mulai dari teknik yang bersifat impresionistis (&eskesan observatif) sampai dengan
teknik yang ilmiah dan sistematis dengan segalaamagpatokan-patokan yang
canggih. Pada dasarnya evaluasi adalah penetaplnbbaik terhadap sesuatu
berdasarkan kriteria tertentu. Evaluasi Perencamagram terdapat tiga faktor
penentu dalam formulasi menurut Mutrofi (1988:18)ida faktor tersebut ialah:

1. Suatu usaha atau proses penetapan baik-buruk, raekuadng memadai, layak-
tidak layak dan sebagainya.

2. Adanya seperangkat kriteria yang mendapatkan kkatpa nalar dan dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik rancargamgun perumusannya
maupun aplikasinya dalam evaluasi.

3. Deskripsi program perencanaan yang dievaluasi tadeskripsi program
perencanaan yang akurat dan penetapan sejumlarikrguna menetapkan
tujuan tidak mungkin terlaksana secara efektif.

Ketiga faktor tersebut sebagai suatu tinjauan dgdarencanaan atau evaluasi
perencanaan sebab tanpa adanya tujuan, maka ketgegabut belum mengevaluasi
tanpa perumusan dan penetapan kriteria secarmaisdesecara lengkap dan tepat.

Dari sudut metode analisisnya yaitu menunjukkanl feEdhir (kesimpulan)
dari kegiatan menilai program pemerintah terseApakah program tersebut efektif
atau tidak, memberikan dampak positif yang lebisabelari dampak negatifnya atau
sebaliknya. Kegiatan evaluasi dalam beberapa halp ndengan pengawasan,

pengendalian, supervisi, kontotrol dan pemonit¢&anVibawa: 1994:8).
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Sementara menurut Kasley dan Kumar (dalam S. Wib&884:9)
menyarankan tiga pernyataan:

b. Siapa yang memperoleh akses terhadap input dantquripyek?
c. Bagaimana mereka bereaksi terhadap proyek tersebut?
d. Bagaimana proyek tersebut mempengaruhi prilaku kaére

Anderson (dalam lIslamy, 1988) mendefinisikan ew&lsebagai penilaian
atau pengukuran, termasuk isi, implementasi darnpd&nya. Hal ini dipertegas lagi
oleh Winarno (2004:165) yang mengatakan bahwa aesaladalah kegiatan yang
bertujuan untuk menilai “manfaat”. Dengan kata |@waluasi berarti kegiatan yang
menyangkut estimasi atau penilaian yang menyanglhbstansi, implementasi dan
dampak.

Evaluasi merupakan proses yang lebih komplek, yaiémcari faktor-faktor
yang berhubungan dengan performa dan keefektifain pdagram/proyek dengan
tujuan untuk menentukan kemungkinan keberhasilaemiperikan solusi, dan
membangun proyek yang lebih efektif di masa depPanbedaannya adalah (evaluasi)
tidak hanya sekedar tentang pengumpulan data ataungan antara input dan output
melainkan juga tentang efek dan akibat dari progeasebut.

Evaluasi biasanya terdiri dari tiga tipe:

1. Pre-program evaluationEvaluasi dapat dilakukan pada saat sebelum progra
berjalan).

2. On-going evaluatiorfEvaluasi dapat dilakukan pada saat program laaal

3. Ex-post evaluatiofEvaluasi dapat dilakukan setelah program selesai)

"Pre program evaluatidhdijalankan sebelum program diimplementasikan.
Biasanya untuk (1) mengukur tingkat kebutuhan datensi pengembangan dari
target atau daerah tujuan, (2) mengetest hipotpsigram atau menentukan
kemungkinan keberhasilan dari rencana program @tayek (PBB, 1978: 9 dalam
Inayatullah 1980: 58)

“On-going evaluatiordidefinisikan oleh Bank Dunia sebagai "sebuahisaal

yang berorientasi pada aksi, tentang efek dan talldra projek dibandingkan dengan



42

antisipasi yang diambil selama pengimplementagi@atnea and Tepping, 1977: 12
dalam lanayatullah 1980: 58). PBB mendefinisikarmag@i berikut:

"On-going atau concurrent evaluatialijalankan selama pengimplementasian
program. Menganalisa hubungan antara ouput dark eff@u kemungkinan yang
mungkin timbul. (PBB, 1978: 8-9 dalam Inayatull&8Q: 58).

Fungsi darbn-going evaluatiomenurut Bank Dunia adalah sebagai berikut:

1) Memberikan solusi dari masalah yang timbul selamgnam dijalankan

2) Mengecek apakah target sasaran program benar-bematapat keuntungan
dari program.

3) Membantu manajemen program untuk berdaptasi teph@#mala perubahan
(tujuan dan kondisi-kondisi)" dan perubahan dabijeé&an yang berhubungan
dengan tujuan, penataan-penataan institusi danbgiean sumber-sumber
yang memiliki dampak pada proyek selama pengimphtasean.

PBB mendefinisikarex-post evaluatiosebagai proses yang "diambil setelah
pengimplementasian program, memeriksa effek dabaaldari program, dan juga
ditujukan untuk mendapatkan informasi tentang (PB878: 9 dalam Inayatullah
1980: 58):

a) Keefektifan program dalam meraih tujuan-tujuan ysaigh ditetapkan.

b) Kontribusinya terhadap target-target perencanaam plngembangan

sektoral ataupun nasional.

c) Akibat jangka panjang sebagai hasil dari proyek.

Bank Dunia mendefinisikan ex-post evaluation sebaghuah usaha "untuk
mereview (mengkaji ulang) secara komprehensif panggn dan akibat atau effek
dari program sebagai sebuah basis untuk desairelprdgn formulasi kebijakan di
masa depan.” (Carnea dan Tepping, 1977: 12 dalagyatmlah 1980: 59)The ex-
postsecara definisi adalah sebuah aktivitas yang ldissatelah penyelesaian proyek
atau program.

Dari penjelasan diatas, jelas bahwa berbagai tggeeVvaluasi berhubungan

dengan fase-fase dari program atau proyle-program evaluatiorberhubungan
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dengan fase awal dari formulasi dan perencanaarpsgram yang ditujukan untuk
menentukan kemungkinan keberhasil@m-going evaluatiorberhubungan dengan
akibat langsung dari program yang ditujukan umhénentukan performa program.
Ex-post evaluatiorberhubungan dengan fase final dari proyek atagrpne yang

menentukan hubungan antara efek dan efektivitas attéivat jangka panjang dari

proyek atau program.

Gambar 2.3 Monitoring dan Evaluasi dalam hubungardgngan proses program.

Sub-fase dari proses Sub-fase dari program
monitoring dan proses
evaluasi

Formulasi program

v
Perencanaan program

Pre-program evaluation

A 4
Implementasi progranj

Monitoring v
Input/aktivitas
v
Output
On-going evaluation v

Efek/akibat langsung

A 4

Setelah program
selesai

Ex-post evaluation

Akibat jangka panjang

Sumber: PBB 1978:10 dalam Inayatullah 1980: 60.
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Dari pengertian Menurut Inayatullah bahwa penelity@ang akan dilakukan
dalam Evaluasi Proses Perumusan Usulan Program Mksigatasi Dampak
Kenaikan BBM dan Kemiskinan (PAM-DKB) Dibidang Padgarya Di Desa
Gambiran Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangggunakan konsep yaitu

Pre-Program Evaluatiotyaitu pada saat sebelum program berjalan.

1.1.5 Pendekatan Evaluasi

Riset evalusai telah berkembang secara dramatisdaBarkan kajian
Stufflebeam dan Webster (1994) "Yang mengikuti gaei relatif tanpa aktivitas di
tahun 1950-an, berbagai riset evaluasi mengalamiogee revitalisasi pada
pertengahan tahun 1960-an”. Menurut mereka, résassl ini dipengaruhi oleh
beberapa artikel karya Crobach (1963), Scriven {)L96Stake (1967), dan
Stufflebeam (1966) (dalam Samsul dan Mutrofin 280e8). Perkembangan bidang
itu lebih jauh dirancang oleh persyaratan evalpesgram yang diterbitkan pada tahu
1965 di Amerika Serikat, oleh gerakan akuntabilitasional yang dimulai awal tahu
1970-an.

Menurut Stuffebeam dan Webster (1994) (dalam Sant$ullan Mutrofin
2006:88), "Studi tentang berbagai pendekatan dantasinya merupakan satu upaya
yang penting, baik untuk operasi maupun kemajuamail riset evaluasi’. Secara
operasional, tinjauan kritis terhadap bebagai radiiefr dapat membentuk evaluator
mempertimbangkan dan menilai kerangkaan opsionad) wiapat mereka gunakan
untuk merencanakan dan melaksanakan studinya.u@imjgang dimaksud diatas
mambantu riset evaluasi mengidentifikasi berbagasgalan, asumsi, dan hipotesis
yang harus dinilai. Makna dari mempelajari pend@kadan orentasi riset evaluasi
adalah untuk menyingkapkan kekuatan dan kelemadraa gntuk memperoleh arah
secara komperatif agar dapat memilih serta merakeanpendekatan dan orentasi

yang lebih baik.
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Dalam mengembangkan karakterisasi dan penelitiahadep berbagai
pendekatan dan orentasi riset evaluasi, Stufflebedam Webster (1994)
mempertimbangkan secara cermat bermacam-macanitakirang dilaksanakan atas
nama riset evaluasi. Aktivitas ini diklasifikasikamenurut tingkat konformitasi pada
definisi riset evaluasi yang seharusnya menjadnfyang dapat diterima secara
luas karena sesuai dengan definisi evaluasi yadghsuisebutkan penjelasannya
dievaluasi kebijakan.

Definisi tersebut digunakan untuk menggolongkanbagai studi evaluasi
kedalam pendekatan utama. Pendekgiartama mencakup riset evaluasi yang
berorientasi politik, yang mempromosikan pandanpgasitif atau negatif terhadap
suatu obyek, tanpa mempedulikan nilai aktualnyadBkatarkeduamencakup riset
evaluasi yang diarahkan untuk menjawab pertanyadentu yang jawabannya bisa
atau tidak bisa menaksir nilai objek. Pendekdtatiga melibatkan berbagai studi
yang terutama didesain untuk menilai dan atau ng&atkan nilai beberapa
objeknya.

Menurut Stufflebeam dan Webster (1994), Dunn (19@@)am Samsul .H
dan Mutrofin 2006:107) mengklasifikasikan pendekatlan orentasi riset evaluasi
menjadi tiga kelompok yaitu sebagai berikut:

1. Evaluasi Semu

Evaluasi SemuReseudo Evaluatignadalah pendekatan yang menggunakan
metode-metode deskriptif untuk menghasilkan inf@imgang valid dan dapat
dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa untuludadra menanyakan tentang
manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut teapadndividu, kelompok, atau
masyarakat secara keseluruhan. Asumsinya bahwarnkentang manfaat atau nilai
merupakan sesuatu yang dapat terbukti dengan ssdiSelf evident atau tidak
kontroversial. Dalam evalusi ini secara khusus mapl@n bermacam-macam
metode (desain eksperimental-semu, kuesioner, nargimpling, teknik statistik)

untuk menjelaskan variasi hasil kebijakan yang #&ahésalnya: jumlah lulusan
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pelatihan yang dipekerjakan, Unit-unit pelayanardisi\¢ang diberikan, keuntungan
bersih yang dihasilkan) diterima begitu saja sebagaan yang tepat.
2. Evaluasi Formal

Evaluasi Formal Kormal Evaluatio) merupakan pendekatan yang
mengunakan metode deskriptif untuk menghasilkaormési yang valid dan cepat
dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan tetapievaluasi hasil tersebut atas dasar
tujuan program kebijakan yang telah diumumkan sedarmal oleh pembuat
kebijakan dan administrator program. Asumsinya kmahwjuan dan target
diumumkan secara formal adalah merupakan ukurag {gmat untuk manfaat atau
nilai kebijakan program. Dalam evaluasi formal mamgkan berbagai macam
metode seperti yang dipakai dalam evaluasi semu td@annya identik: untuk
menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercemengenai variasi-variasi
hasil kebijakan dan dampak yang dapat dilacak Masukan dan proses kebijakan.
Evaluasi formal menggunakan Undang-undang, dokutoé&omen program, dan
wawancara dengan pembuat kebijakan dan administtattuk mengidentifikasi,
mendefinisikan dan menspesialisasikan tujuan dget&ebijakan.

Salah satu tipe evaluasi formal ada@faluasi sumatifyang meliputi usaha
yang memantau pencapaian tujuan dan target foretalab suatu kebijakan atau
program diterapkan untuk jangka waktu tertentu. aBgllan evaluasi formatif
meliputi usaha-usaha untuk secara terus menerusantam pencapaian tujuan-
tujuan dan target formal.

3. Evaluasi Keputusan Teoritis

Evaluasi Keputusan Teoritis Décision Theoretic Evaluatign adalah
pendekatan yang mengunakan metode-metode deskumptiik menghasilkan
informasi yang dapat dipertangung jawabkan dandvatiengenai hasil-hasil
kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh bedbammacam pelaku kebijakan.
Asumsinya evaluasi keputusan teoritis berusahakumemunculkan dan membuat
eksplisit tujuan dan target dari pelaku kebijakakbdari yang tersembunyi atau

dinyatakan. Ini berarti bahwa tujuan dan target gara pembuat kebijakan dan
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administrator merupakan salah satu sumber nilarenea semua pihak yang
mempunyai andil dalam memformulasikan dan mengimetdgasikan kebijakan

(sebagai contoh: staf tingkat menengah dan bawgtegawai pada badan-badan
lainya, kelompok klien) dilibatkan dalam merumuskiajuan dan target dimana
kinerja nantinya akan diukur.

Dari penjelasan pendekatan evaluasi diatas makaipenemilih pendekatan
evaluasi formal, karena pendekatan ini menggunak@dang-undang, dokumentasi
program, dan wawancara dengan pembuat kebijakan adkmninistrator untuk
mengidentifikasi, mendefinisikan dan menspesiaksastujuan dan target kebijakan.
Dari pendekatan formal tersebutlah yang pas dalaatuasi yang akan peneliti
lakukan untuk menghasilkan informasi yang valid dipat dipercaya mengenai

variasi-variasi hasil kebijakan.

116 KriteriaEvaluas

Dari riset evaluasi yang dipublikasikan menurut iIdséEES (1986) "dasar
dari praktek riset evaluasi adalah distingsi antaiteria, standar, dan indikator”.
Kriteria merupakan karakteristik program yang dgeqg sebagai basis penting untuk
melakuakan riset evaluasi pada program tersebdtkdtor merujuk pada ukuran
yang digunakan untuk mengumpulkan data sehubungmgad performan nilai
kriteria (Valued Criterig.

Kriteria merupakan karakteristik program yang d@aqm sebagai basis
relevan dan penting untuk melakukan riset evaludsieria merupakan ekspresi
(ungkapan) penghargaava(ue orang pada suatu program atau proyek. Evaluasi in
didasarkan pada keyakinan, pengalaman pribadi, gleman orang lain, dan hasil
kajian teori. Kriteria tidak dapat dideduksikan aec logis menyangkut apa yang
dianggap penting dan menjadi tujuan suatu program.

Dalam menghasilkan informasi mengenai kinerja pogratau proyek,
evaluator mengunakan tipe kriteria yang berbedaikumhengevaluasi hasilnya.
Mengikuti alur analogi Dunn (1999) (dalam Samsul.dBin Mutrofin 2006:80),
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"perbedaan utama antara kriteria untuk riset ealdan kriteria untuk rekomendasi
kebijakan adalah pada waktu ketika kriteria ditkeapatau diaplikasikanaplied).
Kriteria utama yang dapat digunakan sebagai acofaukuiser evaluasi (Poister:1978
dalam Mutrorin 2005:80) sebagai berikut:

1. Effectiveness (efektivitas)

Kriteria ini berkaitan dengan apakah suatu progetau proyek mencapai
hasil atau akibat yang diharapkan atau proyek npaic#ujuan sebagaimana
dirumuskan oleh program atau proyek. Pada umumisjdivatas diukur berdasarkan
unit produk, jasa layanan program atau nilai mangte karena secara dekat
berhubungan dengan rasionalitas teknis.

2. Efficiency (efisiensi)

Kriteria ini digunakan untuk menjawab pertanyaabesapa banyak suatu
usaha diperlukan guna mencapai hasil atau tujuagrgm dan proyek yang
diharapkan. Jadi efisien berhubungan dengan jum&sth yang diperlukan untuk
menghasilkan efektivitas tertentu. Efisien merupalkanonim dari rasionalitas
ekonomi yang juga seringkali ditentukan atau diukiari ongkos moneter dan
ditentukan melalui perhitungan biaya per unit plodtau layanan. Suatu program
atau proyek dikatakan efisien apabila mencapaitiefeds sangat tinggi namun
dengan mengunakan dana atau biaya paling rendah.

3. Adequacy (kecukupan)

Kriteria ini berhubungan dengan pertanyaan sebejaph suatu tingkat
efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kes¢ammppara pihak yang terlibat
dalam program atau proyek dalam memecahkan suatalama Kriteria kecukupan
program atau proyek dalam memecahkan suatu madétabria kecukupan lebih
menekankan pada pola hubungan antara alternaéifirdesogram atau proyek dengan
hasil atau tujuan yang diinginkan.
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4. Equity (kesamaan atau perataan)

Kemampuan program atau proyek dalam menjangkauagarbkelompok
masyarakat yang berbeda-beda. Jadi kriteria iffidimgan erat dengan rasionalitas
legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akitau hasil dan usaha secara adil.
5. Responsivenness (responsivitas)

Menjawap pertanyaan seberapa jauh hasi suatu pmogtau proyek dapat
memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kel&rkptompok masyarakat
tertentu. Artinya apakah program tersebut beneebsrenjangkau kelompok miskin
atau dinikmati sejumlah kelompok keluarga berkepakumerupakan objek kriteria
responsivitas.

6. Appropriateness (kelayakan)

Kriteria ini erat sekali hubungan dengan rasioaalitsubtantif sebab
pertanyaan tentang ketepatan dan kelayakan suatgrapm atau proyek tidak
berkenaan dengan satuan kriteria individu melaintiaa atau lebih kriteria secara
bersama-sama. Ketepatan atau kelayakan programprdgek menunjukan pada nilai
atau harga dari tujuan program atau proyek dan depgaiatnya asumsi yang

melandasi tujuan-tujuan tersebut

1.1.7 Standar Operasional Program PAM-DKB

Standar operasional program ini sebagai batas@asdraprogram yang akan
dilaksanakan sebagai panduan untuk pengelolan grog6tandar operasional ini
akan di jadikan sebagai ukuran pelaksanaan progi@am penelitian yang akan
dilakukan oleh penulis.

Standar operasional program ini ditunjukan oletumek teknis operasional
(PTO), bidang yang akan peneliti kaji atau yangnakigeliti berdasarkan judul
penelitian tersebut. Standar operasional dalam Ba® kajian dilapangan akan di
jadikan indikator dalam penelitian berdasarkantresealusi yang ditetapkan dalam

pengukuran evaluasi ditunjukan dalam kriteria easilyang sudah dijelaskan diatas.
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Kriteria evaluasi ini adalah sebagai cara untukhgo&ur evaluasi dengan
berdasrkan kajian yang diperoleh peneliti dilapangerdasarkan standar operasional
program atau PTO yang akan di jadikan cara pengmkdalam pemilihan indikator
dalam penelitian ini.

Indikator yang akan di tentukan oleh peneliti imalidari PTO berdasarkan
kriteria evaluasi sebagai berikut penjelasannya:

1. Lembaga

Lembaga yang dimaksud adalah pelaksanan prosa®s ¢AM-DKB ini pasti
ada beberapa forum dan sosialisai yang akan ditakukadi lembaga disini sebaga
istilah dalam forum yang akan di jadikan sebagdikiator dalam penelitian.

Indikator lembaga ini mempunyai maksud untuk meadge forum apa saja
yang dilakukan dalam proses perumusan PAM-DKB. fordalm PAM-DKB
berkaitan dengan kriteria evaluasi yang di sebutiliatas dengan efektif, efisien,
kecukupan.

Maksud dari efektifitas dengan lembaga adalahnfioyang dilakukan dalam
proses program sampai pelaksanaan program, kréealaiasi efektif yang dilakukan
Desa Gambiran ada 3 kali forum yang dilakukan dgdaksanan program, sedangkan
hubungan dari kriteia efisien yaitu tidak banyakngeduarkan biaya dalam anggaran
forum dan waktu yang lebih singkat. Kriteri evaluscukupan dalam indikator
lembaga ini berkaitan forum yang dilaksanakan 3 &phkah dirasa sudah cukup
untuk pelaksanan program.

2. Sosialisasi

Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pelaksammnam kepada kelompok
sasaran dan juga masyarakat dalam pengenalan PABI-Bd&h dukungan dari
masyarakat tentang berjalanya program tersebut.

Dari indikator sosialisasi tersebut ada beberdpm iyang akan dijadikan
sebagai ukuran dalam pertanyaan yang disesuaikeyadériteriaa evaluasi yaitu:

a. Siapa yang terlibat dalam PAM-DKB yang dimaksudkb#an dengan
kriteria evaluasi kesamaan atau peratan yang khartbahwa dari program
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PAM-DKB tersebut semua kelompok sasaran dan jugsyamakat berhak
dalam partisipai PAM-DKB tersebut.

b. Pengenalan PAM-DKB kepada aparat desa yang diméksititan dengan
kriteria evaluasi responsifitas yang diartikan bahketanggapan dari pihak
aparat desa kepada program yang dibutuhkan oleim Gakditanggapi atau
tidak oleh aparat desa.

c. Pengenalan PAM-DKB kepada LPMD dan Pogakin yangaklsud berkaitan
dengan kriteria evaluasi responsifitas yang diartibahwa LPMD sebagai
lembaga masyarakat desa yang harus memberi suaglala yang baik
kepada Pogakin yang menjadi kelompok sasaran, Hogadiri apakah
tanggap atau tidak mengenai program PAM-DKB, yammagya untuk
kepentingan Pogakin maupun masyarakat.

d. Pengenalan PAM-DKB kepada warga masyarakat yangkdind berkaitan
dengan kriteria evaluasi responsifitas, kecukupam dkesamaan yang
diartikan bahwa masyarakat merespon program yaag diberikan didesa
tersebut, sedangkan kriteria evaluasi kecukuparyanalsat yang menerima
program tersebut bener-benar orang yang disebuiddragai kelompok
sasaran atau tidak. Kriteria evaluasi kesamaan getimya bahwa masyarakat
juga merasakan manfaat dari program yang dilaksentstsebut.

3. Perencanaan
Perencana sebagai indikatot yang dimaksud adaldamdgelaksanaan
program pasti ada perncanan yang dilakukan dalaseprsampai pelaksan program,
jadi perencana yang dimaksud merencanakan dalaseppzlaksanaan PAM-DKB.
Dari indikator perencanan ada beberapa item yaamn dijadikan sebagai
ukuran dalam pertanyaan yang disesuaikan dengani&a evaluasi yaitu:

a. Penentuan kelompok, ketua Pogakin dan usulan PAN&-D&ng dimaksud
berkaitan dengan kriteria evaluasi efektif, kesamgang diartikan bahwa
penentuan kelompok, pemilihan ketua dan usulanaltark dengan efektif

yaitu pemilian maupun usulan dan pemilihan kelomefaktif atau tidak apa
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didominasi oleh orang-orang yang bukan kelompokarsais Sedangkan
kriteria kesamam adalah semua Pogakin mempunyainien hak dalam
penentuan ketua maupun usulan yang akan di usukiam pelaksanan
PAM-DKB.
b. Penentuan BOP dan unit pengelola program (UPP) gangksud berkaitan
dengan kriteria evaluasi kelayakan yang dimanatppaa BOP dan UPP
memeng layak dalam memerima tugas atau ada maksgdain.
c. Perubahan usulan PAM-DKB bidang padat karya @latiot menjadipaving
stoneyang dimaksud berkaitan dengan kriteria evaluasitéfjadi perubahan
usulan tersebut efektif atau tidak efektif yangkdiudari biaya dan perawatan
usulan PAM-DKB.
d. Menindaklanjuti hasil volume pekerjaan yang dimakderkaitan dengan
kriteria evaluasi efektifitas dan efisien yangrayéi hasil dari mutu atau bobot
dari pelaksanaan proses
4. Penetapan Usulan

Penetapan usulan sebagai indikator mempunyai rdakahwa penetapan
usulan yang akan dilaksanakan dalam PAM-DKB ddBarttem-p atau aspirasi dari
kelompok sasaran benar-benar yang mengusulkan gelosasaran atau tidak, jadi
penetapan usulan sebagai salah satu penggukuram éabluasi proses perumusan
usulan PAM-DKB.

Penetapan usulan dengan kesesuaian PTO yang gkdikath sebagai item
pengukuran. Penetapan usulan berkaitan dengarrikridgaluasi kelayakan yang
dimaksud adalah apakah usulan yang sudah ditetepdsmebut layak untuk

dilaksanakan dan sesuai standar program.

2.2 Penelitian Terdahulu
Nama : Sri Hesti Wijayanti
Tahun : 2005
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. Evaluasi Dampak Kebijakan Relokasi PedagBag Trotoar Kepasar
Kepatihan Dikelurahan Kepatihan Kabupaten Jember

: Dalam hasil evaluasi dampak dari penelitiarsebut mempunyai tiga
Dampak yaitu: Pertama dampak yang menyentuh aspkis paitu pedagang
mengalami perubahan rasa aman dan rasa nyamadilpaadingkan ketika
masih berjualan ditrotoar. Kedua dampak yang menyeaspek ekonomi
yaitu dari dampak ini kurang berhasil karena pesijgna pedagang sama dan
juga ada yang turun. Ketiga dampak yang menyergpkkalingkungan yaitu
ketidak tergangguan orang yang tinggal disekitaap&epatihan.



BAB 3SMETODE PENELITIAN

3.1 Objek Pendlitian

Obyek dalam penelitian ini adalah untuk mengevalpasses perumusan
usulan Program Aksi Mengatasi Dampak Kenaikan BB &emiskinan (PAM-
DKB) Dibidang Padat Karya Di Desa Gambiran Kecama&ambiran Kabupaten
Banyuwangi tahun 2006.

3.2 Lokas Pendlitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penefiglakukan segala
aktivitas penelitiannya, termasuk mencari data-adektif yang digunakan untuk
menjawab masalah yang telah ditetapkan. Penentoigasil pada penelitian ini
dilakukan setelah peneliti melihat langsung lokesielitian.

Adapun yang menjadi lokasi penelitian di sini abalBesa Gambiran,
Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi. Penerltlasi tersebut dengan
pertimbangan dana yang tidak cukup banyak dan mutlgimgkau sehingga

pemanfaatan sumber daya bisa dilakukan dengarsiseefnungkin.

3.3 Periode Penelitian.

Program PAM-DKB ini dilaksanakan di Desa Gambiradg awal bulan Mei
2006 dan penelitian yang dilakukan oleh penulisapthggal 29 Juni sampai 29
Agustus tahun 2007. Penelitian yang dilakukan gleheliti setelah program selesai
dijalankan. PAM-DKB ini selesai pada awal bulan &aber tahun 2006.

Penelitian ini supaya tidak mengalami ketidaksesuanaka dalam penelitian
ini, peneliti mengambil langkah dengan observasi dawancara terhadap orang-
orang dianggap bisa memberikan informasi tentangyglenggaraan PAM-DKB
yang dilakukan di Desa Gambiran tersebut. Dalanelgem yang dilakukan supaya
tidak ada bias informasi yang didapat oleh penefituk evaluasi proses perumusan
usulan PAM-DKB tersebut.

54
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3.4 Tipe Penelitian
Berdasarkan permasalahan dan tinjauan penelitiantgle penelitian ini
adalah penelitian deskriptif data kualitatif, sediatana yang dikemukakan oleh
Sugiyono (2005:35) Menyatakan Bahwa:
"Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang du&kn terhadap variabel
mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan atau mémgigkan dengan
variabel yang lain. Suatu penelitian yang berusabajawab pertanyaan”.
Dengan demikian, penelitian ini dimaksudkan untugngevaluasi proses
perumusan usulan dalam pelaksanaan Program Aksgatsi Dampak Kenaikan
BBM dan Kemiskinan (PAM-DKB) Di Bidang Padat Karyai Desa Gambiran

Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi.

3.5 Sumber Dan Jenis Data

Sumber data yang dimaksud adalah berkaitan dengambes-sumber
penyedia informasi yang mendukung dan menjadi puesdiatian penelitian. Sumber
data adalah subjek dimana data dapat diperolehuiehofland yang dikutip oleh
Maloeng (2002:112), "Sumber data utama dalam pegrelkualitatif adalah kata-
kata, tindakan, dan sebagainya adalah data tamisepeanti dokumen, dan lain-lain.”

Terdapat tipe penelitian yaitu pengumpulan datengr dan pengumpulan
data sekunder.
a. Pengumpulan data primer

Pengumpulan data primer bertujuan untuk menunjukllata-data yang
berkaitan langsung dengan permasalahan yang tiditelipa perantara yaitu
mengenai keterangan orang-orang yang dibutuhkamkumenjawab permasalahan
penelitian (wawancara) maupun data yang diperoleh dbservasi langsung di
lapangan. Data primer sangat penting dalam peselidrena merupakan data utama
yang diperoleh langsung dari sumbernya.

Data primer yang akan penelitilakukan melihat bardan forum apa saja

yang ada tentang proses perumusan usulan terdetuin yang ada pada PAM-
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DKB ini berjumlah 3 forum, yang pertama tahap dasaai, kedua tahap FMD |,
ketiga tahap FMD II dan sedangkan yang nonformagydilakukan oleh beberapa
tokoh masyarakat maupun RT/RW dan masyarakat lamayg berpengaruh dalam
PAM-DKB yang tidak tersetruktur yaitu dengan saséaillewat pengajian pengajian
dan pembicaran-pembicaraan masyarakt.
b. Pengumpulan data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diambil secdek tiangsung dari
sumbernya yaitu data yang telah terbentuk dalakamden-dokumen yang diperoleh
dari instansi terkait dan dari sumber-sumber l@ngymenunjang penelitian ini. Data
sekunder dapat berupa dokumen, catatan, laporgalamalmiah, makalah, karya
tulis ilmiah, dan sebagainya yang mendukung peaelitJadi jenis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunai®iun waktu yaitu data yang
diterbitkan oleh lembaga atau instansi yaitu BadRarencanaan Pembangunan
Propinsi (BAPPEPROP) dan BAPPEDA, Kantor Kecamatsantor Desa. Juga
notula forum yang tercantum dalam rapat atau FMiDatey proses perumusan usulan
PAM-DKB di Desa Gambiran tersebut.

3.6 Penentuan Informan
Informan adalah orang-orang tertentu yang dapaididign sebagai sumber
informasi yang diperlukan oleh peneliti di dalanoges penelitiannya. Karena orang
tersebut dianggap memiliki pengetahuan tentang-dite atau informasi yang
berkaitan dengan masalah yang dirumuskan dalamlif@metersebut. Menurut
Spradley dalam Faisal (1990: 56-57) kriteria untoknentukan informan adalah
sebagai berikut:
1. Subyek yang telah cukup lama intensif dengan kagiatau medan aktivitas yang
menjadi perhatian peneliti.
2. Subyek yang masih terlibat aktif atau penuh dalagklngan atau kegiatan yang
menjadi perhatian peneliti.

3. Subyek yang memiliki cukup banyak waktu dan kesdarpa
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4. Subyek dalam memberikan informasi tidak cenderummjald untuk dimintai
informasi atau dikemas terlebih dahulu.
5. Subyek yang sebelumnya tergolong asing denganipenel

Jumlah informan yang disesuaikan dengan kebutukan aformasi yang
diperlukan, metode yang digunakan dalam penentudorman mengunakan
purposive. Purposive menurut Sugiyono (2005: 96nd@ntuan informan dengan
pertimbangan tertentu”. Jadi penelitian ini mengkam metode purposive dengan
mempertimbangkan kriteria informan. Sehingga ditkeakepastian informasi guna
kejelasan dalam informasi itu sendiri. Penentuaforinan didasarkan pada
pengetahuannya tentang data atau informasi yamglakan. Peneliti mencari orang-
orang yang benar-benar tahu tentang data-datanagryang diperlukan.

Jumlah informan dalam penelitian deskriptif dataalkatif yang sudah
ditentukan menurut metode purposive dan kriterfarman maka iniforman yang
disebutkan disini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah:

a. Kepala Desa Gambiran.
2. Pelaksana

a. Pendamping PAM-DKB ditingkat Kecamatan.

b. Ketua unit pelaksana program.

c. BOP atau bendahara PAM-DKB Desa Gambiran.
3. Masyarakat

a. Ketua kelompok keluarga miskin (Pogakin).

3.7 Definisi Operasional

Penelitian yang dilakukan perlu adanya pengukuatas variabel yang
dilakukan. Menurut Singarimbun dan Effendi (199%:.4Bahwa” Operasional
Variabel adalah unsur penelitian yang memberitahuk@agaimana cara mengukur
suatu variabel, artinya opersional adalah petumelaksanaan bagaimana caranya

mengukur suatu variabel’. Dengan demikian deferoperasional ini sangat
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membantu dalam sebuah penelitian karena membegkarbaran mengenai cara-
cara pengukuaran atas variabel-variabel yang ditaku

Berdasarkan permasalahan dan penjelasan diatasa mmalikator yang
digunakan untuk pengukuran dalam penelitian adsg¢hlgai berikut:
1. Lembaga

Adapun item dari indikator lembaga adalah:

a. Forum yang ada dalam proses perumusan PAM-DKB.

2. Soialisasi

Adapun item dari indikator Sosialisai adalah:

. Siapa yang terlibat dalam PAM-DKB.

a

b. Pengenalan PAM-DKB kepada aparat desa.

c. Pengenalan PAM-DKB kepada LPMD dan Pogakin.

d. Pengenalan PAM-DKB kepada warga masyarakat.
3. Perencanan

Adapun item dari indikator perencanan adalah:

o

Penentuan kelompok, ketua Pogakin dan usulan PANB-DK
b. Penentuan BOP dan unit pengelola program.
c. Perubahan usulan PAM-DKB bidang padat karya d#éortemenjadi paving
stone.
d. Menindaklanjuti hasih volume pekerjaan.
4. Penetapan usulan
Adapun item dari indikator penetapan usulan adalah:

a. Bagaimana penetapan usulan bidang padat karya m&iga.

3.8 Teknik Pengumpulan Data
1. Pengumpulan data primer
Pengumpulan data primer bertujuan untuk menunjukllata-data yang

berkaitan langsung dengan permasalahan yangtiditahpa perantara. Data primer
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sangat penting dalam penelitian karena merupakém wtama yang penting, yang
diperoleh langsung dari sumbernya.
a. Teknik Observasi
Merupakan teknis pengumpulan data dengan jalan adak@n pengamatan
di lapangan untuk memperoleh data yang berkaitagatemasalah penelitian secara
obyektif jadi peneliti melihat dan mengetahui kemdaaerah penelitian. Observasi
yang dilakukan tersebut adalah observasi partisgessf, artinya mengamati situasi
tertentu tanpa melibatkan diri dalam aktifitas bege
b. Teknik Wawancara
Metode ini berupa pengajuan pertanyaan—pertanyapada informan untuk
mencari keterangan tambahan yang berhubungan demgaalah yang diteliti.
Dalam melaksanakan wawancara, peneliti terlebihuldaimelakukan interview
kapada informan secara langsung sebagai pedonmamei@mpermudah wawancara
dan agar pertanyaan yang dilakukan dapat lebil tefpak memperoleh jawaban atas
masalah yang diteliti.
2. Pengumpulan data sekunder
Data sekunder merupakan data yang diambil secdek tiangsung dari
sumbernya yaitu data yang telah terbentuk dalakarden-dokumen yang diperoleh
dari instansi terkait dan dari sumber-sumber laingymenunjang penelitian ini.
c. Studi Kepustakan
Mempelajari literatur yang berkaitan dengan masptatelitian sesuai dengan
konsep yang ada agar penelitian berjalan dengatelksmya. Konsep yang dipakai
oleh peneliti adalah konsep dari kutipan buku Ihall@h yaitu pre-program
evaluation
d. Dokumentasi
Peneliti melakukan studi dokumentasi terhadap dekuntertentu yang
berkaitan dengan penelitian. Jadi penggunaan pegmgam data dengan teknik
dokumentasi dimaksudkan untuk memperoleh data-gatea menyusun deskripsi

wilayah penelitian disamping melengkapi analisa¢éad Dokumentasi ini diperoleh
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dari S.K. Gubernur Jatim, S.K. Bupati, S.K. KepBlesa dan PTO dan juga notula

forum.

3.9 Metode Dan Prosedur Analisa Data

Metode analisa merupakan hal yang sangat pentlgmd kegiatan
penelitian, terutama bila diinginkan generalisaauauntuk memperoleh kesimpulan
yang tegas dari hasil penelitian yng dilakukan. Meah Patton dalam moleong
(2002:103) yang dimaksud dengan analisa data agats®es mengatur urutan data,
mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategarisdtuan uraian dasar. Dalam
penelitian ini menggunakan analisis data deskdfalitatif yaitu mendeskripsikan
data semaksimal mungkin sesuai konsep dan temiiyang jelas. Analisis data

menurut Miles dan Huberman (1992:20) terdiri digga tahapan model, antara lain :

Gambar 3.1 Skema Model Analisis Interaktif

Pengumpulan Datd

=

Penyajian Data

A

Reduksi Data

A

»

Kesimpulan-kesimpulan
Penarikan/Verifikasi

A\ 4

Sumber : Miles dan Huberman (1992:20).

1. Tahap Reduksi Data
Data-data mentah sebagai hasil wawancara dan alssetcatat secara
cermat serta rinci sehinnga menjadi suatu catalapashgan. Data yang diperoleh

dilapangan tersebut dituangkan dalam uraian dasrdapyang jelas dan terperinci.
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Selanjutnya laporan itu direduksi dan dirangkumilitiighal-hal pokok, difokuskan
pada hal-hal penting kemudian dicari tema dan pelaReduksi data adalah pola
yang berlangsung secara terus-menerus dengan caeaajamkan dan
menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tiddik gan mengorganisasikan
data.
2. Tahap Penyajian Data

Hasil dari analisa akan disajikan secara deskrigaii dengan memberikan
pemahaman maknawi terhadap fenomena yang terjadskrlpsi mempunyai
pengertian menggambarkan fenomena yang terjadisskagkap sehingga pembaca
tanpa melihat objek mampu memahami objek studi.a@haman berarti memberikan
gambaran mengenai alasan-alasan yang melatar bgilagarilaku individu yang
saling berinteraksi. Dengan penyajian data secagakrgbsi kiranya mampu
memberikan pemahaman yang mendalam terhadap gatzepa.
3. Tahap Kesimpulan Dan Verifikasi

Kesimpulan yang ditarik berdasarkan data-data yeladp diolah sebelumnya
harus dapat menjawab permasalahan yang diangkdd. t®hap ini, peneliti selalu
meneliti uji kebenaran terhadap setiap makna yamgcod dari data. Setiap data yang
menunjang komponen bagan, diklarifikasi kembalklmiE@ngan informan di lapangan
baik dengan diskusi dilapangan maupun diskusi dempgabimbing. Apabila hasil
dari Klarifikasi dapat memperkuat kesimpulan atatadmaka pengumpulan data

untuk komponen itu dapat dihentikan.

3.10 Tehnik Pemeriksaan K eapsahan Data

Kebsahan data merupakan konsep penting yang diperloari konsep
kesahian \(aliditas) dan kendalanréability) menurut versi positifisme dan sesuai
dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradigansendiri. Meneurut Moleong

(2002: 170) kriteria keabsahan data ada empat:yaitu
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1. Kreadebilitas

a. Perpanjangan keikutsertaan

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalangypapulan data.
keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dal@aktu singkat, tetapi
memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti fsadapenelitian.
b. Ketekunan pengamatan

Menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situgang sangat
relevan dengan persoalan atau isu yang sedangi dieswr kemudian
memutuskan data dari penelitian tersebut.
c. Triangulasi

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfadsaratu yang
lain di luar data itu untuk keperluan pengecekau atebagai pembanding
terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paliranyak digunakan ialah
pemeriksaan memalui sumber lainya.
d. Pengecekan sejawat

Tehnik ini dilakukan dengan cara mengekspos leesilentara atau
hasil ahir yang diperoleh dalam bentuk diskusi iikaflengan rekan-rekan
sejawat.
e. Kecukupan referensial

Sebagai alat menampung dan menyesuaikan dengak temtulis
untuk keperluan evaluasi.
f. Kajian kasus negatif

Tenik ini dilakukan dengan jalan mengumpulkan obntlan kasus
yang tidak sesuai dengan pola dan kecenderungammasi yang telah
dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan pembanding.
g. Pengecekan angota

Tehnik dalam proses pengumpulan data sangat perdelam
pemeriksaan drajat kepercayaan yang dicek denggotaaryang terlibat

meliputi data, kategori analitis, penapsiran dasirkpulan.
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2. Keterangan
a. Uraian rinci
Tehnik ini melaporkan hasil penelitiaannya sehingeaianya
dilakukan seteliti dan secermat mungkin yang memdgakan konteks
tempat penelitian diselengarakan.
3. Kebergan Tungan
a. Audit kebergantungan
Auditor memberikan umpan balik dan berunding dermadit tentang
proses sampai dengan pelaksanaan penelitian.
4. Kepastian
a. Audit kepastian
Pelaksanaan yang dilengkapi dengan catatan-cqtataksanaan

keseluruhan proses dan hasil studi.



BAB 4 PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Daerah Pendlitian

Deskripsi daerah penelitimimaksudkan untuk menggambarkan dan memberi
penjelasan daerah yang dijadikan tempat penelibatam menggambarkan daerah
penelitian yang peneliti lakukan Di Desa Gambiraac&matan Gambiran Kabupaten

Banyuwangi.

4.1.1 Gambaran Umum Desa Gambiran
Secara geografis, Desa Gambiran merupakan salaldisatara 6 desa di
Kecamatan Gambiran. Dari segi religi Desa Gambinaayoritas berpenduduk
agama Islam dan yang lainnya adalah agama krik&talik, Budha. Secara politis
Desa Gambiran terdiri dari 4 dusun yaitu sebagakbt :
a.Lingkungan /Dusun Krajan |.
b.Lingkungan/Dusun Krajan II.
c. Lingkungan/Dusun Lidah Darungan.
d. Lingkungan/Dusun Sombermolyo.
Sedangkan jumlah RW di Desa Gambiran Kabupateryi®eangi tersebut
adalah sebanyak 28, serta jumlah RT adalah sebdfyjak

4.1.1.1 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk masyarakat Desa Gambiran secaelukeéhan adalah
13.678 jiwa. Jumlah masyarakat ini dibagi berdesarenis kelamin yaitu jenis
kelamin perempuan dan jenis kelamin laki-laki. Jalmpenduduk masyarakat Desa
Gambiran yang berjenis kelamin laki-laki adalahassfak 6.709 orang sedangkan
jumlah penduduk perempuan 6.969 dari jumlah makgaraecara keseluruhan
(Sumber: Profil Desa Gambiran Tahun 2006). Sedamglah kepala keluarga

masyarakat Desa Gambiran 3.674 kepala keluarga. (KK)

64
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4.1.1.2 Luas Wilayah Desa Menurut Penggunaan Lahan
Penggunaan luas lahan desa dapat menggambarkadakan penduduk,
perekonomian dan kesejahteraan penduduk, Adapuggpeaan luas lahan pada

Desa Gambiran adalah sepaerti terlihat dalam tathdderikut ini:

Tabel 4.1 Penggunaan Luas Lahan Desa Gambiran 2Alun

Uraian Jumlah Dalm Ha
Tanah sawah 546,846
Tanah untuk pertanian bukan sawah 223,759
Tanah pemukiman 129,662
Tanah untuk perusahan/perkantoran 4,30
Tanah untuk lainnya 5,00
Jumlah 1.479,664

Sumber: Profil Desa Gambiran Tahun 2006.

Dari tabel 4.1 diatas terlihat bahwa sebagian rbeswah digunakan sebagai
lahan pertanian yaitu 546,846 Ha. Kemudian lahanyb@&man 129,662 Ha, tanah
untuk pertanian bukan sawah 223,759 Ha, tanah ymunksahan/perkantoran 4,30
Ha, tanah untuk lainnya 5,00 Ha. Besarnya laharg ydéigunakan sebagai lahan
pertanian sawah menggambarkan bahwa sebagian hematuduk bermata
pencaharian sebagai petani.

4.1.1.3 Jumlah Penduduk Menurut Umur

Jumlah penduduk menurut umur dibagi berdasarksarifikasi penduduk
usia belum produktif, usia produktif dan usiaakidporoduktif menurut klasifikasi
Kecamatan Gambiran. Klasifikasi ini dapat menungarkktingkat kemiskinan
penduduk dengan membandingkan jumlah penduduk yaglgm dan sudah
produktif. Jumlah masyarakat Desa Gambiran yangner 0-14 tahun 3.470 orang
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dan 15-29 tahun 3.866 orang dan 30-40 tahun 2.08dgodan 45-59 tahun 1.888
orang sedangkan umur 60 tahun keatas 1.370. Seamlanijknlah penduduk usia
belum produktif (0-14) sebanyak 3.470 orang, usapktif (usia 15-44) sebanyak
5.904 orang dan jumlah penduduk tidak produktiiguts tahun keatas) sebanyak
3.250 orang. Ini berarti bahwa penduduk usia profiskngat banyak, dan usia non
produktif juga banyak tetapi lebih sedikit dibarglumsia produktif.

4.1.1.4 Kualitas angkatan kerja menurut pendidikan
Kualitas angkatan kerja menurut pendidikan ini ggambarkan kualitas
kerja dan jumlah sebenarnya orang yang bekerjayrbdélekerja dan tidak bekerja

sesuai dengan klasifikasi umur seperti terterandaddoel 4.2 dibawabh ini:

Tabel 4.2 Kualitas Angkatan Kerja Menurut Pendidikahun 2006

No. Lulusan Pendidikan L aki-laki Perempuan
1. Belum tamat SD 361 372
2. Tamat SD 1.771 1.700
3. Tamat SMP 450 505
4. Tamat SMU 467 485
5. Tamat Akademi (D1,2,3) 49 61
6. Tamat Sarjana (S1) 103 99
Jumlah 3.201 3.222

Sumber: Profi Desa Gambiran Tahun 2006.

Berdasarkan tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwé#tdsizangkatan kerja
menurut pendidikan lebih banyak didomonasi olehatam SD sebanyak 3.471
orang, kemudian diikuti oleh tingkat SMP sebanydds Qrang, lulusan SMU
sebanyak 952 orang, belum tamat SD sebanyak 788,drdusan S1 sebanyak 202
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orang dan lulusan D3 sebanyak 110 orang maka juip&ierjaan yang paling

banyak pada angkatan lulusan SD yang mayoritagjbed@rabutan atau buruh.

4.1.2 Gambaran Perekonomian Desa Gambiran

Apabila dilihat dari data yang diperoleh penulistanpencarian penduduk
Desa Gambiran sangat bervariasi. Sebagian besdugak Desa Gambiran memiliki
mata pencaharian sebagai buruh dengan jumlah ®H0ig. Ditunjukan pada tabel

4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3 Mata Pencaharian Penduduk Desa Ganthinan 2006

No. Mata Pencaharian Jumlah Orang

1. Petani 2.416

2. Buruh Tani 3.107

3. Pegawai Negeri 109

4.  TNI/Polri 43

5. Nelayan 38

6. Pedagang 183

7.  Buruh 781

8. Pegawai Swasta 126

9. Wirasuasta 672
Jumlah 7.509

Sumber : Profil Desa Gambiran tahun 2006.

Bila dilihat dari tabel 4.3 diatas maka dapat thkan bahwa sebagian besar
penduduk Desa Gambiran memilih sektor pertaniaity yeetani pekerja (buruh tani)
sebagai mata pencaharian utama. Karena sebagianviega Desa Gambiran tidak
memiliki sawah. Pada hal luas lahan yang dipergamalntuk pertanian lebih besar,
tetapi Desa Gambiran tanah yang dipergunakan tgrdmikan milik warga Desa
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Gambiran sendiri melainkan pemiliknya dari desa.laflaka dari itu warga Desa
Gambiran sendiri sedikit yang mempunyai sawah, madsyarakat Desa Gambiran

kebanyakan bekerja sebagai buruh tani.

4.2 PAM-DKB Dibidang Padat Karya Desa

Program Aksi Mengatasi dampak Kenaikan BBM dan ks&man (PAM-
DKB) ini adalah program penangulangan kemiskinamgyadi peruntukan oleh orang-
orang yang miskin dan mengalami PHK guna untuk mengi permasalahan
perekonomian masyarakat miskin. Bidang padat kenydi tetapkan oleh Gubernur
Imam Utomo dan ditetapkan sebagai salah satu bidangPAM-DKB yang akan
dilaksanakan pada tahun 2006 dan dianggarkan adeteifhtah Propinsi Maupun
Pemerintah DaerahCpst Sheriny Daerah yang akan di tetapkan sebagai daerah
program yang diberikan bantuan ditetapkan menuaietdpan Pedoman Umum
PAM-DKB dan sudah di usulkan oleh pemerintah daemaking-masing wilayah.

Begitupula Desa Gambiran penduduk miskin sekit& d&ng yang dimana
mereka kebanyakan warga masyarakat yang bekeggaeterabutan atau musiman,
Desa Gambiran tersebut dalam program PAM-DKB yahbgrikan oleh Pemerintah
Propinsi Jawa Timur dalam menanggulngi masyaraksiimdan meningkatkan taraf
perekonomian mereka.

Di Desa Gambiran dalam proses pelaksanana PAM-Di#vali dengan
sosialisasi yang diberikan oleh pendamping kecamden pihak kecamatan dan
diterusksan dengan forum musyawarah desa (FMD) yhmgna forum tersebut
adalah sebagai suatu proses munculnya usulan dalagtram PAM-DKB yang
dimana terlebih dahulu dijelaskan oleh pendampiegaknatan untuk penjelasan
Pedum maupun PTO yang sebagai landasan untuk peéakgprogram yang akan
dijalankan. Dalam proses perumusan usulan sampaetgggan usulan program,
Pogakin mengusulkan bidang padat karya yang akaftamkan dalam pelaksanaan
PAM-DKB Desa Gambiran ini.
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Bidang padat karya mempunyai beberapa ketentuamketn yang akan
dilaksanakan Di Desa Gambiran menurut Petunjuk iseRperasional (PTO) bahwa
bidang padat karya mempunyai tujuan, sasaran, rulmgkup, sosialisasi,

perencanaan, petapan usulan

4.2.1 Tujuan Padat Karya Desa

Program dibidang padat karya desa ini mempunyaatuumum dan tujuan

khusus yaitu :

1. Tujuan Umum
Untuk memberdayakan masyarakat melalui pembangpresarana pendukung
kegiatan sosial ekonomi yang dibutuhkan dan memitkghk kemampuan dalam
pengelolaan pembangunan di desa atau kelurahan.

2. Tujuan Khusus
Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pendanaalaksanaan dan
pemanfaatan prasarana yang bekelanjutan :

a. Menyediakan prasarana yang mendukung kegiatan |sakanomi
masyarakat misalnya jalan desa, jembatan desasirigpenyediaan air
bersih.

b. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat gedarhangunan.
Menciptakan lapangan kerja bagi keluarga miskirk{®a

d. Memperkuat kemampuan aparat memfasilitasi masyarallalam
pembangunan.

Dari keterangan diatas tentang tujuan PAM-DKB bgl@adat karya yang
sudah disebutkan diatas bahwa Desa Gambiran seneimpunyai alasan mengapa
memilih bidang padat karya: bahwa bidang padat&aeysebut bisa lebih banyak
menyerap tenagakerja dan memeng bidang padat kangadisebutkan diatas adalah
pilihan dalam perbaikan sarana dan prasarana. Rinldasa Gambiran juga

membutuhkan pembangunan sarana dan prasarana Bidessa Gambiran dirasa
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sudah tidak layak dan keadaan rusak parah. Makahdhrtu masyarakat maupun

Pogakin memilih Bidang padat karya tersebut.

4.2.2 Sasaran

1. Terciptanya lapangan kerja bagi keluarga miskinskisnya kelompok Gakin
(Pogakin) pengangguran.

2. Teciptanya kemampuan masyarakat desa yang marai@mdpenyelenggaraan
pembangunan infrastruktur desa.

3. Terciptanya kemampuan aparatur pemerintah dalamfaséitasi masyarakat
untuk melaksanakan pembangunan di desa.

4. Terlaksananya penyelenggaraan pembangunan infastdgsa yang akseptebel,
trasparan, akuntabel, keterpaduan dan bekelanjutan.

Sasaran yang di jelaskan diatas sangatlah berpkeglada masyarakat
miskain sebagai kelompok sasaran PAM-DKB tersebati sasaran PAM-DKB
yang ada Di Desa Gambiran sendiri adalah sekitérgaténg tetapi pada kenyatan
yang mendapat program PAM-DKB tersebut sekitar dre®ig saja. Dari hal tersebut
peneliti melaksanakan observasi dan kajian wawantenhadap informan bahwa
kenapa yang mendapat program PAM-DKB tersebut hah@sorang.

Dari keterangan Sekertaris Desa Moh. Yusuf Arfi datua LPMD Drs.
Imam Subagyo bahwa banyak penduduk miskin yand tidisa menerima program
PAM-DKB tersebut. "Dengan asumsi bahwa Pogakin gtekerja yang diusulkan
tidak mampu untuk melakukan pekerjaannya dan kateshn dana PAM-DKB

tersebut, maka pogakin dikurangi”.

4.2.3 RuangLingkup

Padat karya desa merupakan kegiatan pembangunaatalarnpeningkatan
prasarana di desa yang dapat dikerjakan oleh poghiagan teknologi sederhanan
sesuai kebutuhan masyarakat dan memiliki nilai etardkonomi tinggi bagi

kepentingan masyarakat desa dan sekitarnya.
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Ruang lingkup dari bidang padat karya sendiri yditgksanakan Di Deesa
Gambiran bahwa supaya Pogakin atau Gakin sebalgempek sasaran bisa mandiri
dalam pekerjaan dan juga memberi manfaat terhadeqeka yang mendapatkan
program tersebut dan juga program tersebut berraahéayi warga masyarakat yang

lain.

4.2.4 Sosialisas
Sosialisasi merupakan upaya penyebarluasan informagram kepada
pengelola program di berbagai tingkatan, dengamatujmenjelaskan program,
pembangunan komitmen dan dukungan berbagai pihek seembahas rencana
tindak lanjut. Sosialisasi ini dilaksanakan Di Dé&ambiran sebanyak 3 tahap yang
pertama sosialisasi ke pada aparat desa, kedwdisasi kepada LPMD dan Pogakin,
ketiga sosialisasi kepada masyarakat. Materi yahgridkan dalam ketentuan PTO
sebagai berikut :
a. Penjelasan pengelolaan PAM-DKB.
b. Penjelasan Draf Pedoman Umum (Pedum) dan Peturgkki§ Operasional
(PTO).
c. Administrasi pengelolaan program.
Sosialisai yang dilakukan oleh Pendamping KecamddéenPihak Kecamatan
di Desa Gambiran tersebut dalam sosialisasi yamgkukan untuk mendapat
dukungan dari pihak desa maupun warga masyarakattdesebut dan juga mendapat
respon yang baik untuk dijalankan program tersebut.

4.2.5 Perencanaan
4.2.5.1 Musyawar ah Pogakin

Musyawarah pogakin merupakan musyawarah yang diiklgth seluruh
anggota Pogakin pengangur yang memiliki Kartu Konspsi BBM (KKB) hasil
FMD/FMK untuk memilih ketua Pogakin yang difasifiteolen LPMD/LPMK atau

lembaga lain bersama kades/lurah dan pendampirayriean. Dokumen yang diisi
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adalahForm PK-01 daftar hadir musyawarah pogakin yang disahkan &lktina
LPMD/LPMK. Tahap berikutnya Gakin yang hadir memioénkelompok yang
beranggotakan 10-20 orang Gakin. Kelompok bermuayatw untuk menentukan
pertama: ketua kelompok, kedua: nama kelompok dekuyang diisi adalakRorm
PK-02

Musyawarah Dberikutnya kelompok Gakin dipimpin olkétua kelompok
membuat kesepakatan untuk menentukan jenis Padgh ldpa yang akan diusulkan
dengan mengisiForm PK-03. Ketua Pogakin terpilih mengadakan musyawarah
dengan anggotanya untuk menyiapkan usulan renaaatée yang akan diajukan ke
LPMD/LPMK untuk merumuskan prioritas kebutuhan prasa yang diperlukan
masyarakat baik dalam penyediaan tenaga kerjayialdtkal maupun kesanggupan
untuk melaksanakan kegiatan pembanguanan kontprksiarana yang diusulkan.
Bila dana berlebih dalam satu Desa/Kelurahan dirkinkgn melaksanakn lebih dari
satu kegiatan, maka LPMD/LPMK merekapitulasi usiypara Pogakin sebagaimana
Form PK-04

Dalam perencanan yang ditetapkan dalam PTO PAM-DKBnusyawarah
desa dilakukan untuk memilih ketua Pogakin, nantankpok dan usulan PAM-DKB
yang akan dilaksanakan Di Desa Gambiran tersebait.téisebut sangatlah harus
karena sudah tercantum dalam PTO sebagai dasarumd&gietapan yang harus

dilakukan.

4.2.5.2 Forum Musyawar ah Desa/K elurahan
Forum Musayawarah Desa dihadiri oleh Kepala Desaumu LPMD atau
lembaga lain, Ketua Pogakin, Kepala Dusun, Rukumg&/#RW), Rukun Tetangga
(RT), tokoh masyarakat dan pendamping kecamataria$ogakin harus dilampiri:
a. Sketsa peta desa.
b. Foto/gambar yang diusulkan.
c. Menghitung secara sederhana volume pekerjaan, Wedttenaga kerja,

bahan lokal dan non lokal peralatan dan biaya rgasiasing jenis prasarana.
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d. Membuat rencana kerja pelaksanaan padat karya pal&ksanan fisik
maupun keuangan untuk waktu pelaksanaan.

e. Membuat rencana kerja pelakanaan padat karya, peiiksanaan fisik
maupun keuangan untuk waktu pelaksanaan minimalulénbdan harus
selesai pada tahun 2006. ( Sebagaimana ditunjukéan PK-05.

Dari Penjelasan diatas bahwa FMD yang dilakukanO@sa Gambiran
sesndiri dilakukan 2 kali yaitu FMD | dan FMD Il ayg dimana hal tersebut
membahsa beberapa hal yang dicantumkan diatabuédan juga beberapa hal yang
harus dilakukan Pogakin dalam perencanaan dandalgm memberikan gambaran
yang ada di desa benar-benar membutuhkan progreebte untuk kepentingan

kususnya kelompok sasaran dan bisa juga diniknetiisebagian warga masyarakat.

4.2.6 Penetapan Usulan Program

Hasil verifikasi tim koordinasi Kabupaten/Kota lmrg& pendamping
Kabupaten/Kota diteruskan kekomite Propinsi untisétapkan sebagai program atau
kegiatan Pogakin. Proses penetapana program memip&ngkan program bidang
yang lain dalam wilayah Desa/Kelurahan/Kecamataigaten.

Penetapan usulan PAM-DKB yang dilakukan Didesa l@@n seandiri
adalah bidang padat karya karena mempunyai bebatagen yang sudah disebutkan
diatas, maka Desa Gambiran seandiri menunggu lesiikasi yang dilakukan
sampai disahkanya usulan tersebut oleh Propindbupaten, Kecamatan sampai
kembalilagi didesa dan dilaksanakan program tetsebu
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4.3 Evaluas Proses Perumusan Usulan Program Aksi Mengatas Dampak
Kenaikan BBM Dan Kemiskinan (PAM-DKB) Dibidang Padat Karya Di

Desa Gambiran Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi

Pelaksanan PAM-DKB tahun 2006 Di Desa Gambiran Ketan Gambiran
Kabupaten Banyuwangilaksanakan pada awal bulan Mei 2006. Adapauryk&tn
dapat dinilai daritechnical feasibility,economicdan financial feasibility political
viability, administrative operabilitydalam proses perumusan usulan PAM-DKB
bidang padat karya dan juga berdasarkan indikatm tembaga, sosialisasi
masyarakat, perencanaan dan penetapan usulan mprogesikut penjelasan proses
perumusan usulan pelaksanan PAM-DKB tahun 2006 Besabiran.

4.3.1 Analisis Kelayakan Usulan Program
4.3.1.1 Perbandingan Analisis Kelayakan Program

Dalam perbandingan yang akan dikaji oleh penektidbsarkan penilaian
kelayakan bidang yang ditawarkan oleh PAM-DKB vyaliiadang padat karya,
bidang investasi, bidang pengutan dan perluasaar,plasiang penciptaan lapangan
kerja. Dari empat bidang tersebut akan di anaksiayakan dengan menggunakan
konsep analisis rumusan kebijakan sepé¢ethnical feasibiliti, economic dan
financial feasibility political viability, administrative operability
1. Technical Feasibility

Dari keempat bidang yaitu biadang padat karya, ngdeavestasi, bidang
pengutan dan perluasan pasar, bidang penciptaandap kerja. Kesemua bidang
yang sudah disebutkan dalam perbandingan analislaydakan re-program
evalwasi) dari konsep analisigchnical feasibilityyang menekankan keefektifitas
dari bidang-bidang yang ada di PAM-DKB tersebutvimatbidang padat karya sendiri
dilihat dari efektifitasnya cukup efektif karenaala perencanana program yang ada
bidang padat karya tidak terlalu susah dalam peaersya karena sasaran program

kebanyakan adalah buruh atau bekerja sebagai ssmalfbedangkan dari bidang
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investasi sendiri diperkirakan tidak layak dalamlakganan, karena Di Desa
Gambiran sendiri tidak mempunyai sumberdaya untygkditan sebagai peluang
investasi dan berkaitan sekali dengan bidang ptaiplapangan kerja, jadi dari
alasan bidang investasi tersebut peluang lapangga jiga tidak sebanding dalam
out-put program karena sumberdaya yang ada kurangachaiBidang perluasan dan
penguatan pasar di PAM-DKB ini diartikan sebagahasdalam pelaksanan modal
untuk memperkuat pasar yang ada di desa tersebut.

Memang ada pasar Desa Gambiran yaitu pasar tradisi@ang gunanya
untuk berjual beli para warga masyarakat untuk rapatkan kebutuhan sehari-hari,
tetapi yang sangat dibutuhkan oleh Pogakin seadalah sarana dan prasarana untuk
menjangkau tempat yang akan diperbaiki yaitu jat@muju kepasar. Berikut petikan
wawancara penulis dengan Supriadi selaku Pendamipilgl-DKB Kecamatan
Gambiran pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 266v1p.00-12.00 (WIB);

"Pemilihan dari bidang yang ada di PAM-DKB ini basdrkan kesepakatan
masyarakat dan kelompok Pogakin. Kalau ngomomg ladaseelayak Mas,
ini di perhitungkan tingkat efektif, efisien respatari masnyarakat dan
kelayakan usulan tersebut akan dilihat dalam keggran kelompok sasaran
dan usulan tersenut akan diverifikasi ulang bemttasapotensi desa yang
ada”.

Berikut wawancara yang dilakukan oleh penulis dalanempertegas
kelayakan usulan dalam PAM-DKB, kepada Kepala D@&sanbiran yaitu Heru
Jatmiko, SE. A.Md. pada hari Rabu tanggal 14 Nopn#2®07, jam 08.00-09.00
(WIB);

"Bahwa kelayakan usulan yang di tentukan dalam PR tersebut sudah
diperkirakan efektifitasnya karena bidang yangldigsanyak menyerap kerja
dan mudah dijalankan tidak ruwet dan kelompok seskebanyakan bekerja
atau berkecimpung dalam buruh apapun ”.

Dari kutipan wawancara diatas bahvezhnical feasibilitydalam bidang-

bidang yang ditawarkan oleh PAM-DKB tersebut dalketayaknnya bidang padat
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karya tersebut sudah layak dalam keefektifan daiarig yang lainya dari PAM-
DKB.
2. EconomicdanFinancial Feasibility

Dalam bidang-bidang yang ada di PAM-DKB vyaitu biaglgpadat karya,
bidang investasi, bidang pengutan dan perluasaar,pbiglang penciptaan lapangan
kerja dari segi perbandingaeonomicdan financial feasibilitytersebut bahwa lebih
efisian yang diusulkan oleh Pogakin karena bidadgsy yang lain dari PAM-DKB
tersebut di lihat dari efisiensinya lebih layakdnd padat karya yang dipilih Pogakin
sendiri pengeluaran dana yang diberikan oleh PAMBD#¢besar 100 juta, apabila
dipergunakan untuk bidang yang lain tidak menculdgdam bembagian dana dari
bahan, alat, trasportasi, insentif pekerja maupamadnvestasi yang bergulir tidak
sebanding dari bidang padat karya.

Bidang padat karya yang akan dilakukan Di Desa Gambuga melihat dari
pertimbangan waktu, bahan, alat dan sumberdaya gdagDi Desa Gambiran itu
sendiri.

Berikut kutipan wawancara dari ketua UPP yaitu Dmsam Subagio pada
hari Kamis, tanggal 15 Nopember 2007, jam 15.30A.6WVIB);

"Bahwa bidang dari PAM-DKB sendiri diukur dari eéssinya dengan

perbandingan bidang padat karya sendiri yang lefidien karena ditinjau

dari kebutuhan masnyarakat dan bahan, alat, bisgktu dan sumberdaya
yang ada bidang padat karya lah yang mudah danheeraj semuanya”.

Kutipan wawancara diatas sudah bisa ditarik kesiampbahwa bidang padat
karya yang sudah diperhitungkan efisiensinya dempgatimbangan yang disebutkan
oleh salah satu UPP program yang diwawancaraipsabliti.

3. Political Viability

Perbandingan biadang padat karya, bidang invedté&dang pengutan dan
perluasan pasar, bidang penciptaan lapangan kéfjauddari political viability
adalah lebih besar dukungan bidang yang dipilih é®fgakin dan sebagian

masyarakat memili perbaikan jalan yang artinya ealing ada dalam hal perbaikan
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sarana dan prasarana tersebut adalah bidang padat, kadi sudah tepat dan
dukungan yang diberikan oleh masyarakat dan judardyan dari lembaga atau
aparat desa bahwa bidang padat karya yang sudahakitiew keingina dari
masyarakat maupun lembaga desa yang ada.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan informaituyketua Pogakin dari
kelompok Sayu wiwit, Sutondo pada hari Kamis, tatgth Nopember 2007, jam
12.00-13.25 (WIB);

"Dukungan yang diberikan oleh aparat desa maupungavanasyaraka

sangatlah setuju apa bila yang diusulkan adalabapgen jalan karena yang

dibutuhkan oleh masyarakat maupun kelompok sasseperti saya juga
memilih perbaikan jalan karena sangat dibutuhkakelséerbaikan jalan
menuju pasar Di Dusun Krajan | dan Krajan |l tetgéb

Dari penjelasn Sutonda tersebut bisa diambil kegiamp bahwa dukungan
yang di berikan oleh Pogakin, masyarakat besenmabdg desa memilih dan
menentukan bidang padatkarya yang layak dibandmdka bidang yang lainnya.

4. Administrative Operabilit

Perbandingan biadang padat karya, bidang invedté&dang pengutan dan
perluasan pasar, bidang penciptaan lapangan kemauas itu lebih berhasil
dilaksanakan dibandingkan dengan bidang-bidang Jeingdari PAM-DKB karena
sudah dilihat dari efekti, efisien dan dukunganitoldari beberapa warga dan
lembaga desa untuk pelaksanan program PAM-DKB letséebih diutamakan
bidang padat karya dari pada bidang yang lainnys ywudah diperkirakan bersama
dan disesuaikan drngan potensi maupun sumberdagpayia.

Berikut petikan wawancara penuli dengan informaiuy&upriadai selaku
pendamping kecamatan pada hari Rabu, tanggal 1érivogr 2007, jam 10.00-12.00
(WIB);

"Dalam syarat administrasi dari bidang-bidang yadigisulakn dengan
pertimbangan-pertimbangan efektif, efisien, dan umhglan politis lebih

menonjol bidang padat karya karena ditinjau datepsi, kebutuhan dan juga
biaya lebih jelas dan nyata dalam perbandingantkebn yang aliain dan
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layak dari syarat administrasi yang diperhitungkdéeh warga masyarakat
tersebut.

Wawancara diatas menurut bapak Supriadi sudah ldgé&m administrasi
program PAM-DKB yang dipilih bidang padat karya.rDieutipan tersebut bisa kita
ambil kesimpilan bahwa perbandingan dan syarat midtrasi bidang padt karya

layak di usulkan dan dilaksanakan dalam PAM-DKB.
4.3.1.2 Penilaian Dalam Penetapan Bidang Padat Karya
Dari perbandingan diatas bidang-bidang yang ad@Adil-DKB bisa dinilai

dalam kelayakan analisis rumusan kebijakan padd #a yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.4 Penilaian Dalam Penetapan Bidang PadgaKa

Komponen Padat karya Investas Perluasan Penciptaan
Penilaian Desa dan Lapangan
Penguatan Kerja
Pasar
) &) (©) 4) ©)
1. Technical Layak di Tiadak efektif Tidak efektif Kurang layak
Feasibiliti usulkan dari karena danakarena karena tidak
segi  efektif kurang kebutuhan ada
karena begitujelas  yang kurang sumberdaya

dibutuhkan kembalinya  dibutuhkan maupun
oleh  warga (perguliran  oleh Pogakin. potensi desa

masyarakat. dana semu). yang
dikelola.

2. Economicdan Layak  dari Dari Keefisiensinya Dari seqi
Financial segi efisien efisiensinya kurang layak efisiensinya
Feasibility dari alasn kurang karena pasar dikurang begitu

diatas. karena tidak Desa layak karena
ada home Gambiran dana yang
industri Desa masih  layak diberikan
Gambiran. dipakai. dari PAM-

DKB minim.
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@) (@) (©) 4) ©)
3. Political Layak dan Kurang Tidak Kurang layak
Viability mendaat layang  dan mendapatkan dalam usulan
dukungan. tidak dukungan dari karena tidak
mendapat lembaga desamendapatkan
dukungan maupun warga dukungan
dari semua masyarakat. politis  dari
pihak. lembaga desa
maupun
masyarakat.
4. Administrative Layak  dari Kurang Kurang layak Kurang
Operabilit segi efektif, begitu layak dilihat dari begitu layak
efisien, dilihat dari berbagai segidilihat dari
dukungan berbagai segi efektif, segi efektif,
politis dari efektif, efisiensi, efisiensi,
berbagai efisiensi, politis maupun politis
pihak dan politis Syarat maupun
layak maupun adminstratif.  syarat
administratif. syarat adminstratif.

adminstratif.

Jadi dari peninaian diatas bisa diambil kesimpulahwa yang dipilih dan
yang mendapatkan dukungan dan pertimbangan yanly &talah bidang padat
karya. Jadi yang diusulkan Desa Gambiran adalalangidpadat karya dengan

pembangunan sarana dan prasarana.

4.3.2 Lembaga

Forum yang dimaksud oleh peneliti adalah forum ydilgksanakan oleh
pihak desa yang di tuangkan kedalam berita acaqrat AM-DKB dalam proses
sampai hasil pelaksanan program. Forum yang adamd&®AM-DKB di Desa
Gambiran ini ada 3 Forum yang pertama sosialisagua Forum Musawarah Desa |
(FMD 1) dan Forum musawarah Desa Il (FMD II). D&osrum musyawarah desa

tersebut lebih jelas diterangkan pada sub bagidrsipasi.
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Berikut petikan wawancara penulis dengan Suprisgdaksi Pendamping
PAM-DKB Kecamatan Gambiran pada hari Kamis tanddgaluli 2007, jam 08.00-
09.00 (WIB);

"Awal dari PAM-DKB dalam forum musyawarah yang d#il&an di Desa

Gambiran yang pernah saya lakukan ada tiga forurg partama sosialisasi,

kedua FMD I, FMD II, yang semua tersebut dihadurdng lebih sekitar 20

sampai 50 orang”.

Dari paparan bapak Supriadi bahwa yang hadir débewom tersebut sekitar
50 orang yang hadir dalam FMD. Dari semua forumgydisebutkan diatas sudah
dilaksanakan dan diketahui beberapa hal seperjelpsan berikutnya pada sub bab
4.3.2 sampei selesai mengenai proses perumusanu3faM-DKB tersebut.

Berikut wawancara yang dilakukan oleh penulis dalanempertegas
keterlibatan masyarakat dalam PAM-DKB itu siapashkptipan wawancara kepada
Kepala Desa Gambiran yaitu Heru Jatmiko, SE. A.patla hari Kamis tanggal 19
Juli 2007, jam 16.50 (WIB);

"Lembaga dalam PAM-DKB ditingkat desa yang dimakssmsialisasai

sampai tahab forum yang dilakukan Di Desa Gambieala 3 yang

dilaksanakan dalam forum tersebut nara sumber pgpidg kecamatan dan

kasi PMD kecamatan .

Petikan wawancara yang dilakukan peneliti oleh Kedaesa Gambiran
mempunyai kesimpulan bahwa lembaga diartikan seébtdsmb dalam proses
pembicaraan yang dilakukan oleh Pogakin, warga arakgt dan banyak lainya.

Arinya forum diartikan sebagai lembaga dalam iatighrogram di PAM-DKB.

4.3.3 Sosialisasi
4.3.3.1 Masyarakat yang terlibat

Masyarakat yang terlibat dalam PAM-DKB yang ber&dedbesa Gambiran
Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi adalahanaggyarakat miskin yang
sudah tercatat di BPS Provinsi Jatim sebagai kedimpasaran dan Tokoh
Masyarakat, RT/RW, Kepala Dusun, PKK, LPMD besé&tmdamping Kecamatan
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sebagai pemateri atau arahan dan dari pihak keaamdtetapi yang sudah
disebutkan diatas tidak semua hadir, melainkan g@gldalan yaitu masyarakat miskin
dan warga masyarakat.

Keterlibatan masyarakat disini sebagai pekerja paan unit pengelola
program (UPP) dan bendahara operasional progran®P)Bi@ri kerelibatan tersebut
sudah jelas tugas masyarakat dalam ikut andil meskan usulan program atau
PAM-DKB.

Masyarakat yang terlibat dalam PAM-DKB yang did&buo diatas juga di
sebutkan oleh Pendamping Kecamatan pada waktu wawankepada Bapak
Supriadi pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2007, ¢ah40-09.00 (WIB);

"Awal dari PAM-DKB dalam sosialisasi ditingkat desgengundang LPMD,
BPD, Kepala Desa, Kepala Dusun, RT/RW dan Pogakiteimpat di balai
Desa Gambiran, semua itu yang terlibat”.

Kutipan wawancara tersebut menandakan bahwa naksyayang terlibat
dalam PAM-DKB yang sudah disebutkan diatas memasmua yang disebutkan
diatas benar tetapi dari observasi di lapangan ysewara penuh terlibat dalam
perencanaan sampai pelaksanaan adalah Pogakin di@nP&hgelola Program.
Berikut wawancara yang dilakukan oleh penulis dalmempertegas keterlibatan
masyarakat dalam PAM-DKB itu siapa saja, kutipamvarcara kepada Kepala Desa
Gambiran yaitu Heru Jatmiko, SE. A.Md. pada hannli&tanggal 19 Juli 2007, jam
16.50 (WIB);

"Yang terlibat dalam PAM-DKB vyaitu Pendamping Keatan dan pihak

kecamatan sediri dan juga LPMD, BPD, RT/RW, Unserempuan PKK,

Wakil Pogakin dan masih banyak lainya, hal tersabtutlis diberita acara

rapat forum musyawarah desa (FMD)".

Keterangan Kepala Desa Gambiran yang sudah diukgkagiatas juga
sudah memperjelas tetapi berbeda lagi dengan pahdap masyarakat miskin atau
Pogakin. Berikut petikan wawancara penulis dengawa® Ketua Pogakin dari

kelompok Padi Kapas pada hari Jumat tanggal 2@00I7, jam 09.45 (WIB);
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"Terlibat adalah Masyarakat miskin atau Pogakipest saya ini yang dipilih

oleh Kepala Desa dalm data dari propinsi atau galak yang akan diberikan

oleh pemerintah Propinsi Jawa Timur untuk penaraggdn kemiskinan

(PAM-DKB) dalam bentuk pekerjaan yang akan diberikdeh orang-orang

miskin”.

Dari paparan diatas maka dapat dikatakan bahwa tahigat dalam PAM-
DKB secara langsung adalah Pogakin sebagai kelongaskran dan juga unit
pengelola program yang akan ditentukan dalam musygdw(FMD) dan juga warga

masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pelak®axid-DKB.

4.3.3.2 Musyawar ah Desa dalam Sosialisass PAM-DKB
1. Pengenalan PAM-DKB kepada Aparatur Desa

Pengenalan PAM-DKB ini dilakukan oleh Pendampingc&matan dengan
pihak Kecamatan kepada aparat desa yaitu KadesSshkdes beserta setaf desa
dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2006 di kantor.dds#eri musyawarah:

a. Sasaran PAM-DKB.

Sasaran dalam PAM-DKB dijelaskan oleh Pendampingak®mtan yaitu
Bapak Supriadi. Menjelaskan bahwa yang menjadinkptik sasaran di PAM-DKB
ini adalah warga masyarakat miskin yang tercataBatlan Pusat Statistik (BPS)
Propinsi pada tahun 2005, yang akan dijadikan aasprogram. Di samping itu
PAM-DKB ini adalah program Propinsi Jawa Timur yak@n dijalan kan di daerah-
daerah yang ada di Jatim.

b. Maping atau melihat potensi desa dalam PAM-DKB.

Maping ataupun potensi desa yang akan dijadikamaselprioritas untuk
rencana usulan dari program yang akan dijadikanbplasan dalam musyawarah
desa. Rencana yang diusulkan dalam aparatur peateritesa adalah pembuatan
saluran irigasi, pembangunan sarana dan prasamasamua itu akan dijadikan
pertimbangan dalam pengusulan dari Pogakin seatin kelompok sasaran yang

dibutuhkan Pogakin dan sifatnya mendesak.
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c. Penentuan pelaksanaan dan sosialisasi.

Pelaksanaan dan Sosialisasi yang ditetapkan dalaM-BKB ini
dilaksanakan pada awal Juni oleh Pendamping Keeant#in Kepala Desa beserta
stafnya yang akan diselenggarakan di Balai Desa b@3am dan dalam acara
pengajian maupun dilaksanakan di setiap dusun-ddsDesa Gambiran.

Dari beberapa uraian yang sudah disebutkan dalamlisasi tingkat aparat
menurut wawancara penulis dengan Sekdes yaitu Ypsfa hari Senin tanggal 30
Juli 2007, jam 09.30 (WIB);

"Sasaran PAM-DKB ini masyarakat miskin dan pemitihga ditentukan data
dari BPS Propinsi. Baru kita mengelompokkan medam verifikasi yang

ada di desa, Meping disini melihat rencana yang ddiesa dengan
singkronisasi dari PAM-DKB, Sedangkan penentuanaksslinaan dan
sosialisasi kepada masyarakat ditentukan berdas@&&dum dan PTO guna
untuk mendapat dukungan dari masyarakat”.

Dari paparan yang sudah di ungkapkan oleh Sekdssbi# bahwa aparat
desa menaggapi serius tentang program yang akaksaiakan Di Desa Gambiran
dan meberiwaktu yang tepat untuk mensosialisagtéevi-DKB tersebut.

2. Pengenalan PAM-DKB kepada LPMD dan Pogakin

Pengenalan PAM-DKB dilakukan oleh Pendamping Kedamabeserta
Kepala Desa/Sekdes kepada LPMD dilaksanakan padggah 25 Mei 2006
bertempat di balai desa, materi musyawarabh:

a. Penjelasan Pedum dan PTO

Penjelasan Pedum dan Petunjuk Teknis Operasionagrdn dalam
penjelasan ini dilakukan oleh Pendamping Kecamaaitu Bapak Supriadi.
Awalnya menjelaskan tentang tatacara dalam pemilingrogram sampai
pelaksanannya dalam Pedum bidang yang ditawarkalaladidang Padat Karya
Desa, Bidang Penguatan dan Perluasan Pasar, Biggiogptaan Lapangan pekerjaan
dan Bidang Investasi. Semua tersebut dijelaskanpgasatu menurut Peunjuk Teknis

Operasional (PTO) masing-masing bidang.



84

b. Analisa Sosial Masyarakat.

Menganalisa warga masyarakat yang akan dijadikaaoritass kelompok
sasaran yang akan di tentukan berdasarkan Pedum-DA&/yaitu masyarakat
miskin yang tercatat dalam Badan Pusat Statist&S)BPropinsi Jatim dimana analisa
yang pertama adalah melihat dari pekerjaan, ke#amauan atau kesanggupan
masyarakat dalam PAM-DKB.

Penjelasan dari pendamping kecamatan tersebutsyatan ditetapkan dalam
penjelasan Pedum dan PTO maupun analisis masyabakata dari penjelasan
tersebut berguna untuk pelaksanan PAM-DKB dalamupuekeberhasailan program
dan mendapat respon positif terhadap LPMD maupakinGsebgai kelompok
sasaran. Berikut petikan wawancara peneliti kepatiza LPMD Drs. Imam Subagio
yang menghadiri sosialisasi tersebut. Pada haruRabggal 1 Agustus 2007, jam
16.00 (WIB);

"Penjelasan pendamping kecamatan dalam program PKB- tersebut
menunjukkan bahwa Program yang akan dilaksanak&®esha Gambiran ini
serius dan saya menerima atas Progam yang berkdétagan masyarakat
miskin hal ini menunjukkan pemerintah tidak tingdalm. Analis masyarakat
ini berdasarkan data dari BPS untuk ditetapkanmygakin dan kesepakatan
dari Pogakin sendiri yang menjadikan ketetapan@yand pemilihan ”.

Dari paparan yang dikutip oleh penulis dari wawaadatua LPMD tersebut
disimpilkan bahwa sosialisasi ini dalam analisissyagakat sudah ditentukan dan
datanya dari BPS Propinsi Jawa Timur dan verifikdsh LPMD dan Pogakin sendi
yang dirasa mampu untuk melaksanakan program éajejlasan Pedum dan PTO
dirasa sudah memberikan petunjuk program.

3. Pengenalan PAM-DKB kepada Warga Masyarakat

Pelaksanaan PAM-DKB dilakukan oleh Pendamping Kedamdan Pihak
Kecamatan kepada Tokoh Masyarakat, RT/RW, KepakubuPKK, BPD, LPMD,
Masyarakat Miskin, musyawarah tersebut disebut jgagan Forum Musyawarah
Desa (FMD) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agua@d6, bertempat di Balai

Desa Gambiran, sejak pukul 19.00 s/d pukul 22.0B.Wlateri Musyawarah:
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a. Memilih dan menetapkan LPMD atau sebutan lain damit Pengelola
Program (UPP) yang bertanggungjawab terhadap samsfseoperasional
kegiatan PAM-DKB di Desa.

Dalam pemilihan ini yang dilaksanakan di Desa Gaambtentang penentuan
Unit Pengelola Program (UPP) berdasarkan ketentaanPedum PAM-DKB yang
di jelaskan oleh Pendamping Kecamatan yaitu Bapgki&li dengan menetukan
LPMD sebagai unit pengelola berdasarkan petunjuiuie PAM-DKB disertai
persetujuan Kepala Desa dan warga masyarakat taleyawarah desa.

b. Menetapkan BOP atau Bendahara Operasional Program.

Penetapan bendahara program ditentukan berdadezkatusan Kepala Desa
yang sudah ditetapkan dalam Pedum dan mempertirkBangemampuan dan
kejujuran dalam pengelolaan maupun perhitungan utn-gtau out-put dalam
pelaksanaan program PAM-DKB ini dengan lancar damup pertimbangan. Maka
penentuan Bendahara Operasinal Program (BOP) jaiges Isangat dipertimbangkan
dan juga ada ketentuan-ketentuan khusus.

c. Mengidentifikasi peluang lapangan kerja, sumberadggng tersedia di desa
atau sekitarnya.

Mengidentifikasi peluang kerja dalam artian bahvwgdimana Pogakin atau
kelompok sasaran yang mudah menangkap atau medddesapekerjaan yang akan
dilaksanakan dengan cara melihat apa yang sekifaisgadilaksanakan berdasarkan
Pedum PAM-DKB dan bidang-bidang dalam PAM-DKB vyadigetapkan dalam
program tersebut. Sumber daya yang tersedia dai@gan &ahwa alat maupun bahan
yang diperlukan tidak serta-merta membeli yanghgatimenggunakan sumber daya
yang ada di desa maupun disekitar desa dengarataradeadanya atau seminim
mungkin dalam pengeluaran anggaran.

d. Membentuk Pogakin sesuai bidang atau bidang yanmdti.

Pembentukan Pogakin yang akan dilaksanakan dalapat rd&orum

Musyawarah Desa (FMD) berdasarkan ketentuan yangjdkkan oleh Pendamping
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Kecamatan dalam Pedum yang dijadikan dasar penmigamdan beberapa bidang
yang akan dipilih oleh Pogakin sesuai keinginanmarat Pogakin

Dari penjelasan diatas dalam sosialisai memilih demetapkan BOP dan
LPMD sebagai unit pengelola program (UPP), mendekan peluang kerja dan juga
membentuk pogakin sesuai bidang yang diminati.KBépetikan wawancara peneliti
dengan masyarakat Desa Gambiran yaitu Markum padladmat tanggal 3 Agustus
2007, jam 16.00 (WIB);

"Sosialisasi yang dilakukan pendamping kecamatam dapala desa

menerangkan bahwa didesa akan ada program kemmskpaag akan

dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat misksusuoya dan juga warga

masyarakat untuk meberikan dukungan dalam pelaksadalam sosialisasi

tersebut”.

Paparan yang diberikan oleh markum tersebut besalall kesimbulan bahwa
sosialisasi yang sudah dilakukan oleh pendampimgrkatan dan juga kepala desa
tersebut bahwa sosialisasi yang dilakukan sudasalicukup dan mengena terhadap

masyarakat dalam memberikan dukungan program ykargdijalankan.

4.3.4 Perencanaan
4.3.4.1 Rapat Forum Musyawarah Desa (FMD) |

Musyawarah Desa dalam kegiatan PAM-DKB yang dihadieh Gakin,
Tokoh Masyarakat, RT/RW, Kepala Dusun, PKK, LPMDs8#a Pendamping
Kecamatn sebagai pemateri atau arahan dan dak kdtamatan yang dilaksanakan.
pada tanggal 7 September 2006 bertampat di Balaia O&ambiran dituangkan
kedalamFORM-PK-03yaitu berita acara rapat Pogakin dengan materetppan
uslan Gakin dan penetapan usulan program:
1. Penentuan Kelompok, Ketua Pogakin dan Usulan lagi@AM-DKB

Penentuan kelompok sasaran atau Pogakin yang djathkan pelaksana
program adalah masyarakat miskin yang didata olatiaB Pusat Statistik (BPS)
Propinsi Jatim sebagai kelompok sasaran. Dalam npesme Pogakin ini oleh

Pendamping Kecamatan dibagi menjadi beberapa kelmpugliantaranya
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perkelompok berjumlah 10 sampai 20 orang Pogakinkubhermusyawarah dalam
penetuan Ketua Kelompok, Pogakin yang sanggup daan mengikuti kegiatan
pelaksanaan program ini. Dari penentuan terseblanmdaapat FMD yang hadir
adalah 46 orang yang diantaranya yang sudah disebuliatas dan beberapa
Pogakin yang mau hadir.

Kelompok Pogakin yang akan diusulkan dan mau mafelsan program
PAM-DKB memiliki beberapa kriteria yang dijelaskaleh Pendamping Kecamatan
yaitu Bapak Supriadi yaitu: sanggup melaksanakagiaken dan aktif dalam
pelaksanaan, Bertempat tinggal berdekatan darkgst@an program yang artinya
tempat Pogakin dekat dengan tempat pelaksanargngldahwa ketika program
yang akan dijalankan tidak membuang waktu ataut teja&tu dalam bekerja dan
juga tidak semua pogakin yang ada di Desa Gambikah semua karena
memperhitungkan dana yang di berikan oleh Propuan Kabupaten tidak
mencukupi dengan jumlah 100 juta sedangkan masytanakkin sekitar 446 orang.

Jadi yang akan bekerja dalam PAM-DKB ini disariagi atau dipil yang
benar minat dan ekonomi lemah yang sangat membayhttdak mempunyai
pekerjaan dalam menghidupi keluarga untuk dinafkhBlelaksanan yang sudah
dimusyawarahkan tersebut mendapatkan hasil denggaki yang dipekerjakan
adalah 118 orang. Usulan nama Pogakin yang sudetagkan di tuangkan kedalam
FORM-PK-1yaitu Musyawarah Pogakin dalam rangka PAM-DKB &&RM-PK-2
daftar nama Pogakin dan jug®RM-PK-5usulan PAM-DKB.

Nama-nama Kelompok dari 118 orang tersebut terdEpaelompok, berikut
nama kelompok dan nama Pogakin:

a. Kelompok Merah Putih

Dari kelompok merah puti ini jumlah Pogakinnya berjah 10 orang dengan
Ketua dari kelompok ini adalah Paeno yang dipilbasg aklamasi atau terbuka
dengan persetujuann anggota dan mampu memimpimgelo dalam pelaksanan
program. Nama angotanya adalah Museran, Hadionogiéa, Suheryanto,

Bagiono, Meran, Poniran, Halim dan Subakat.
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Kelompok merah putih ini mengusulkan bidang padaty& yang akan
dijalankan dalam program PAM-DKB ini dengan makkepentingan yang sangat
mendesak adalah memperbaiki jalan yang rusak. @Bepiétikan wawancara dengan
Paeno Ketua Pogakin dari Kelompok Merah Putih gaata Rabu tanggal 25 Juli
2007, jam 10.00-12.00 (WIB);

"Rencana kerja yang dilakukan dalam bidang padatakani dilakukan oleh
pogakin dibantu oleh unit pengelola program yailRMD sebagai kelompok
yang mebantu merencanakan kegiatan dalam pelakBaxidrDKB”.

Wawancara yang sudah dilakukan oleh penulis dekgia kelompok merah
putih bisa ditarik kesimpulan bahwa kelompuk memhih setuju dan memilih
bidang padat karya yang akan dilaksanakan dides#i®an tersebut.

b. Kelompok Gotong Royong

Kelompok gotong royong ini berjumlah 10 orang artggBogakin dengan
Ketua kelompok Sumarno dan nama anggotanya adalghng, Paeran, Suparno,
Halim, Suparmo, Sutarji, Mujianto, Poniran, Suwakelsemu nama tersebut anggota
dari kelompok gotong royong. Mengusulkan tentangpgi&an sarana dan prasarana
yaitu terdapat dibidang padat karya desa dengarsudajalan yang ada Di Dusun
Lidah Darungan dan Dusun Sumbermulya terlalu k#ai di Dusun tersebut warga
masyarakat kebanyakan penduduk miskin atau kuraargpm karena akses di dusun
tersebut susah dilalui. Berikut kutipan dari KeRagyakin Sumarno kelompok gotong
royong pada hari Jumat tangal 27 Juli 2007, jar@@eNIB);

"Ya, begini Mas, karena Di Dusun Lidah Darungan @arsun Sumbermulya
mengalami susah akses keluar dari Dusun terselsas gklan yang dilalui
hanya setapak dan susah dilalui kendaraan bermdigamping itu warga
masyarakat dusun tesebut kebanyakan masyarakaigkorampu. Jadi warga
Desa Gambiran mengusulkan Dusun Lidah Darungan darsun
Sumbermulya dilebarkan jalan menuju Dusun tersebut”

Berikut dari wawancara diatas bahwa kelompok gotoagong bisa
disimpulkan bahwa kelompok tersebut memilih bidgrapat karya yang akan

dilaksanakan di Desa Gambiran untuk perbaikan aatan prasarana.
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c. Kelompok Suyu Wiwit
Kelompok suyu wiwit ini beanggotakan 10 orang Pagattengan Ketua
kelompok Sutondo dan nama anggotanya adalah Jum@timainik, Purwadi, Nur
Efendi, Mariyo, Mulyono, Musari, Agus.m, Supeno. Mesulkan pelaksanan PAM-
DKB vyaitu bidang padat karya dengan maksut menyebamyak Pogakin
pengangguran karen tujuan dari program ini menitkgka ekonomi masyarakat
miskin dengan cara meningkatkan minat dalam bekBgakut petikan wawancara
dengan Sutondo Ketua Pogakin dari kelompok Suyuityada hari Minggu tanggal

22 juli 2007, jam 10.00 (WIB);

"Memang ada sosialisai dari program PAM-DKB yan{aklian oleh pihak
Kecamatan bertempat di balai desa, Kusunya saydirseremang berminat
bidang padat karya lah yang tepat untuk desa kaneinia masyarakat miskin
didesa kami sangat banyak dan membutuhkan peked@aardisamping itu
kebanyakan di desa kami jalan rusak”.

Paparan yang disebutkan diatas dalam wawancargadeketua Pogakin
Sutondo bisa diambil kesimpulan bahwa dalam penetiaai kelompok suyu wiwit
memilih sarana dan prasaran yang ditetapkan dalkelomipok tersebut dan dari
PAM-DKB bidang yang dimaksud yang termasuk sararaptasarana adalah bidang
padat karya.

d. Kelompok Garuda

Kelompok garuda ini beranggotakan 10 orang Pogakemgan Ketua
kelompok A. Baihaki dan nama anggotanya adalah MdgwWahyudi, Imam
Suroso, Sambudi, Sutrisno, Ribut, Poniran, Sadvarswari. Mengusulkan bidang
padat karya desa yang akan dilaksanakan dengarutjaken yang ada Di Dusun
Krajan | dan Dusun Krajan Il rusak karena daeraiseteut tempat para warga
masyarakat mencarinafkah, ditempat ini terdapaarpkscil atau pasar pagi untuk
berjualan para warga desa untuk mencari dan mekdalituhan sehari-hari. Berikut
petikan wawancara dengan Baihaqi Pada hari Ralgalt@% Juli 2007, jam 15.45-
17.15 (WIB);
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"Kelompok kami dari kelompok garuda sepakat dalanafg padat karya
karena tempat didusun saya yang jalan menuju pasak, harus segera
diperbaiki supaya warga masyarakat mudah kepasar”.

Dari paparan yang disebutkan oleh ketua Pogakirudgarbisa diambil
kesimpulan yang dipilih oleh kelompok tersebut bmglgpadat karya yang akan
dijalankan oleh dalm program PAM-DKB.

e. Kelompok Baru Budi

Kelompok baru budi ini beranggotakan 10 orang Pwogalengan Ketua
kelompok Baserik dan nama anggotanya adalah Sule@aprayetno, Mashuri,
Parto, Nandik, Sutrisno, Poniran, Sentot, TumisBngusulkan bidang padat karya
desa yang akan dilaksanakan dengan maksut bahwa stadah dijelaskan oleh
Pendamping Kecamatan Bapak Supriadi yang dikirandahnggota kami yang
menyerap tenaga kerja banyak dan juga jalan yaagdatbsa kami rusak. Berikut
petikan wawancara penulis kepada informan yaituu&ePogakin Baserik dari
kelompok baru budi pada hari Minggu tanggal 29, Jaih 09.30-11.45 (WIB);

"Bidang padat karya yang sudah dijelaskan oleh Bepapriadi mengenai
perbaikan jalan yang pas untuk desa kami, kareaddan jalan yang ada Di
Dusun Krajan | dan Krajan Il rusak. Padahal tentpatebut sering dilalui
warga maupun masyarakat yang ada didesa lain yeuk kepasar untuk
membeli kebutuhan sehari-hari”.

Paparan yang diungkapkan oleh ketua Pogakin biaenlii kesimpulan
bahwa yang akan dijalankan Di Desa Gambiran adbidang padat karya yang
dipilih untuk dijalankan dalam program tersebut.

f. Kelompok Padi Kapas

Kelompok padi kapas ini beranggotakan 13 orang Kogdengan Ketua
kelompok Suwari dan nama anggotanya adalah Asg&o, Wahyudi, Adhari,
Rohman, Hariyanto, Riyono, Sukatiman, Moh. Solelant&t, Suyanto, Jumahuri,
Efendi. Mengusulkan bidang padat karya desa yaran akilaksanakan dengan

maksut bahwa jalan yang ada didesa kami rusakkigoetikan wawancara penulis
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dengan Suwari Ketua Pogakin dari kelompok Padi Kggzala hari Jumat tanggal 20
Juli 2007, jam 09.45 (WIB);

"Bahwa akses jalan yang ada di desa kami yang |sdmiting untuk dilakukan
perbaikan, karena kebutuhan yang ada yang menyangksyarakat banyak
dan masyarakat miskin adalah akses jalan yang targpaenting”.

Berikut dari wawancara diatas bahwa kelompok pagiak bisa disimpulkan
bahwa kelompok tersebut memilih bidang padat kaag akan dilaksanakan di
Desa Gambiran untuk perbaikan sarana dan prasarana.

g. Kelompok Beringin Jaya

Kelompok beringi jaya ini beranggotakan 15 oran@dkin dengan Ketua
kelompok Abd. Manab dan nama anggotanya adalah dDauwarno, Suwari,
Sobiran, Sumarno, Suwari, Sobiran, Buyang, HargaSubagyo, Amirudin, Amin,
Subito, Sugityanto, Supiah, Edi Sukarno. Mengusulikaang padat karya desa yang
akan dilaksanakan dengan maksut jalan yang adausum Lidah Darungan dan
Dusun Sumbermulya terlalu kecil dan di Dusun tamsetwarga masyarakat
kebanyakan penduduk miskin atau kurang mampu kaa&sas di dusun tersebut
susah dilalui. Berikut petikan wawancara penulisgd® Abd. Manab Ketua Pogakin
dari kelompok beringi jaya pada hari Selasa tanggduli 2007, jam 09.45 (WIB);

"Dusun kami yang berada Di Dusn Lidah Darungan &mbermulya
jalanya gakbisa dilalui kendaraan bermontor kusasoga empat, karena di
dusun banyak masyarakat sebagai buruh tani dal&erjpanya dan dusun
kami kebanyakan lahan untuk persawaan jadi pad&uwenen warga dusun
bekerja mengangkut padi kemobil yang berada jauh jd@n utama dan
banyak anak pergi sekolah yang malas karena jaeseklpada waktu hujan”.
Paparan yang disebutkan diatas dalam wawancaraldetua Pogakin Abd.
Manab bisa diambil kesimpulan bahwa dalam penetiaankelompok beringin jaya
memilih sarana dan prasaran yang ditetapkan dalkelomipok tersebut dan dari
PAM-DKB bidang yang dimaksud yang termasuk sararaptasarana adalah bidang

padat karya.
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h. Kelompok Laros

Kelompok laros ini berjumlah 10 orang anggota Pogakengan Ketua
kelompok Budiono dan nama anggotanya adalah Romaddp, Lun Sukaji,
Suparno W, A. Rosid, Ponijan, Asnoto, Abir, Jamroegemu nama tersebut anggota
dari kelompok laros. Mengusulkan tentang berbaikarana dan prasarana yaitu
terdapat dibidang padat karya desa dengan makkardyang ada Di Dusun Lidah
Darungan dan Dusun Sumbermulya terlalu kecil danDdsun tersebut warga
masyarakat kebanyakan penduduk miskin atau kuraargpm karena akses di dusun
tersebut susah dilalui. Berikut petikan wawancagagan Budiono Ketua Pogakin
dari Kelompok Laros pada hari Selasa tanggal 2420017, jam 15.00-16.50 (WIB);

"Dalam pelaksanan program PAM-DKB didesa kami bglpadat karya yang
dipilih oleh kelompok kami karena melihat kebutuhgang mendesak
masyarakat adalah jalan yan ada didesa kami rusalskya di Dusun Krajan
[I, Dusun Krajan Il rusak sedangkan Dusun Lidaluiyan, Sumbermulya
jalan kecil susah dilalui kendaraan bermotor”.

Paparan yang sudah dijeleskan oleh informan diasasdiambil kesimpulan
bahwa kelompok laros memilih dan menetapkan bidpadat karya yang akan
dijalankan.

I. Kelompok Arsela

Kelompok arsela ini beranggotakan 15 orang Pogaltémgan Ketua
kelompok A. Jupri dan nama anggotanya adalah Asheek, Slamet, Abdullah,
Fadli, Sai, Mariyanto, Hamin, Yanto, Pahani, SumiaBagio, Wiji, Sofyan.
Mengusulkan bidang padat karya desa yang akansditakan dengan maksut jalan
yang ada Di Dusun Krajan | dan Dusun Krajan |l kulsarena daerah tersebut tempat
para warga masyarakat mencarinafkah, ditempatgatgemsar kecil untuk berjualan
para warga desa untuk mencari dan membeli kebutsélaari-hari. Berikut petikan
wawancara penulis dengan Ahmad Jupri Ketua Pogi#kinkelompok Arsela pada
hari Minggu tanggal 22 Juli 2007, jam 09.50 (WIB);



93

"Kelompok kami mengusulkan perbaikan jalan kareaagat penting untuk
akses kemana-mana yang akan dibutuhkan oleh waagganakat desa kami
dalam akses keluar di dalam mencari nafkah khususayni masyarakat
miskin”.

Berikut dari wawancara diatas bahwa kelompok aréeta disimpulkan
bahwa kelompok tersebut memilih bidang padat kamag akan dilaksanakan di
Desa Gambiran untuk perbaikan sarana dan prasarana.

J.  Kelompok Mandiri

Dari kelompok mandiri ini jumlah Pogakinnya berjaml15 orang dengan
Ketua dari kelompok ini adalah Markum yang dipikcara aklamasi atau terbuka
dengan persetujuann anggota dan mampu memimpimgelo dalam pelaksanan
program. Nama angotanya adalah Agus, Imam S, KastarSupriyono, Umar,
Tarmuiji, Usup, Said, Antok, Tukul, Karnoto, SupdyaEko Wahyudi, Hariyanto.
Mengusulkan bidang padat karya desa yang akansditakan dengan maksut bahwa
jalan yang ada didesa kami rusak. Berikut petikawancara dengan Markum Ketua
Pogakin dari kelompok Mandiri pada hari Minggu 28 2007, jam 12.00 (WIB);

” Kalau saya sendiri memang bidang padat karya yeatgl-betul bermanfaat
karena kebanyakan jalan di desa kami rusak dankelganpok kami sepakat
dengan usulan padat karya disamping banyak menyegp juga jalan
didesa kami rusak”.

Dari paparan yang disebutkan oleh ketua Pogakindmahisa diambil
kesimpulan yang dipilih oleh kelompok tersebut bmglgpadat karya yang akan
dijalankan oleh dalm program PAM-DKB.

Dari beberapa paparan kelompok-kelompok Pogakinselert bisa
disimpulkan bahwa yang dikehendaki dari pelaksanBdaM-DKB ini adalah
mengusulkan bidang padat karya yang akan di usudkandijalankan dengan dasar
Pedum dan disesuaikan dengan usulan dari Pogakiidirse Dari kelompok
kesemuanya menginginkan perbaikan sarana dan anasglan dengan alasan yang

disebutkan oleh masing-masing kelompok Pogaking&ajelas bahwa pemilihan
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bidang padat karya disetujui oleh kebanyakan ketkmpogakin dan warga
masyarakat Desa gambiran sendiri. Berikut tabeldaffar nama ketua Pogakin dan

usulan Pogakin pada tahun 2006 dalam mempermudapeatadui usulan tersebut:

Tabel 4.5 Daftar Nama Usulan Pogakin Desa Gam@iadnun 2006

No. Nama Ketua dan Kelompok Jumlah Jenis Usulan Kegiatan
Anggota Pogakin
1. Paeno/ Merah putih 10 Padat karya
2. Sumarno / Gotong royong 10 Padat karya
3. Sutondo / Sayu wiwit 10 Padat karya
4. A. Baihaqgi/ Garuda 10 Padat karya
5. Baserik / Baru budi 10 Padat karya
6. Suwari/ Padi kapas 13 Padat karya
7. Abd. Manab / Beringin jaya 15 Padat karya
8. Budiono/ Laros 10 Padat karya
9. Ahmad Jupri/ Arsela 15 Padat karya
10. Markum / Mandiri 15 Padat karya
Jumlah 118

Sumber: Berita Acara FMD Tahun 2006.

2. Penentuan BOP dan Unit Pengelola PAM-DKB

Penentuan BOP dan unit pengelola progaram ditetapksh kepala desa
dengan persetujuan masyarakat dan Pogakin dalaminjp&éannya dan juga
disebutkan dalam Pedum maupun PTO PAM-DKB tahun62@@nunjukan itu
dilakukan di Musyawarah Desa Gambiran dalam forem@) |

Pelaksana PAM-DKB Didesa Gambiran menurut Suratukegan Kepala
Desa Gambiran Nomor : 021/429.517.05/2006 dan barkan hasil rapat koordinasi

antara Kepala Desa dan Ketua LPMD atau organisasi derta memperhatikan
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Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional PANB-D¥aka Unit Pengelola

Kegiatan PAM-DKB Desa Gambiran berikut susunannya:

Tabel 4.6 Unit Pengelola Kegiatan PAM-DKB Desa GaerbTahun 2006

No Nama Jabatan L/P Usia Pend. Pekerjaan
1 Drs. Imam Subagio Ketua L 60 S1 Kontraktor
2  Atmorjo WS. Sekretaris L 42 S1 Guru
3 Nurul Hamidah Bendahara P 26 SLTA Perangkat
4  Gatot Sundari Bidang L 56 SLTA PNS
Pembangunan
5  Sutrisno Bidang L 62 SLTP Wirasuwasta
Pengadan
Barang
6  H. Saebani, BA. Bidang L 49  Sarmud Wirasuwasta
Penerimaan
Barang

Sumber: Keputusan Kepala Desa Gambiran Tahun 2006.
Sedangkan Menurut Keputusan Kepala Desa GambimmnoN: 05 Tahun
2006 tentang penunjukan Bendahara atau Bendahagea$ignal Program (BOP)

PAM-DKB tahun 2006 adalah:

Tabel 4.7 Bendahara Operasional Program (BOP) Taa06

No Nama Jabatan Keterangan
1 Lutfi Nova Lestari Kaur Ekonomi BOP PAM-DKB

Sumber : Surat Keputusan Kepala Desa No 5 Tahué.200
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Tugas bendahara dalam PAM-DKB ini adalah mengearadana PAM-DKB
dan membuat laporan dana yang keluar dalam pelaksaRAM-DKB tahun 2006

dan melaporkan penggunan dana kepada Kecamataaidestipgkat Propinsi.

4.3.4.2 Rapat Forum Musawar ah Desa (FMD) I

Musyawarah Desa dalam kegiatan PAM-DKB pada tanb@®ktober 2006
bertempat di Balai Desa Gambiran, Dihadiri oleh wérga masyarakat dan
narasumber Supriadi Pendamping Kecamatan dan Kusdad Kasi PMD
Kecamatan Gambiran.

Dalam forum tersebut dihasilkan beberapa kesepakghitu:

1. Perubahan usulan kegiatan padat karya dari peragejalan dengan Telford ke
pengerasan jalan dengan Paving stone. Di Dusurafiajdan Dusun Krajan Il
sedangkan sirtu di Dusun Lidah Darungan dan Dusumb&rmulyo.

Dari perubahan usulan yang ditetapkan oleh Pogdkimgan kesepakatan
bersama anggota musyawarah yang hadir di FMD limerubah perbaiakn jalan
menggunakarielfort ke paving stonedengan alasan pemavingan mudah dipelihara
apabila rusak bisa dilepas dan diganti dengan gayang baru. Berikut petikan
wawancara dengan beberapa informan yang menyangkubahan pembenahan
badan jalan menggunakéaifor dengan diganti menjadi paving stone.

Peneliti melakukan wawancara dengan Supriadi seRdndamping PAM-
DKB Kecamatan Gambiran. pada hari Kamis tanggaldlP2007, jam 08.00-09.00
(WIB);

"Penggantian pelaksanan program PAM-DKB di bidarglgy karya bisa

dilakukan apabila dirasa kurang pas ataupun debghrrapa pertimbangan

yang dilakukan oleh beberapa musyawarah desa dsetpgian dari Pogakin

maupun masyarakat dalam rapat tersebut”.

Dari paparan yang diungkapkan oleh Supriadi dalsD F bisa disimpulkan
bahwa dari penjelasan PAM-DKB bahwa usulan yangulkan oleh para Pogakin

yang tidaksesuai dengan Pedum tetapi dibutuhkan wiasyarakat maka usulan
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tersebut akan dipertimbangkan dan dikaji kembatukirditetapkan oleh sebagai
pertimbangan program.

Sedangkan wawancara yang telah dilakukan oleh jgethehgan Kepala Desa
Gambiran yaitu Heru Jatmiko, SE. A.Md. pada hannfi&tanggal 19 Juli 2007, jam
16.50 (WIB);

"Bahwa penggantian pelaksan bidang padat karyaashemgnggunakatelfor
ke pemavingan karena dirasa meng hemat biaya dataimdirawat dan
diganti dengan paving yang baru dan juga masyaisidtar jalan tersebut
yang berada di Dusun Krajan | dan Krajan Il sebagaipat pelaksanan bisa
menjaganya dan merawat jalan tersebut kalau rusak”.

Dari paparan yang disebutkan oleh informan pelaksdndang padat karya
yang usulannya pertamtelfort dan menjadipaving stonemempunyai alasan
penghematan biaya dan pemeliharaannya dari alassebtt bisa diambil kesimpilan
bahwa masyarakat yang ada Di Desa Gambiran mergkearpemeliharaan dari
peleksanan program tersebut.

Penulis juga melakukan wawancara dengan ketuganglola program yaitu
Drs. Imam Subagyo pada hari Jumat tanggal 20 00If 2am 19.00 (WIB);

"Dari usulan Pogakin dibidang padat karya, perbaif@an menggunakan
telfort menjadi pemavingan saya berpendapat untuk merybdtarena saya
sendiri kontaktor dan bekerja cukup lama dalamksalaan perbaikan jalan
maka lebih mudah merawat dan membenahiya jadi ngaag saya utarakan
ternyata di pertimbangkan dan diputuskan setujua p&ogakin dan
masyarakat”.

Berikut petikan wawancara penulis dengan Suwariu&ePogakin dari
kelompok Padi Kapas pada hari Jumat tanggal 2@00Ir, jam 09.45 (WIB);

"Perubahan usulan yang perbaiakn jalan mengguntgtm ke pemavingan
adalah usulan Bapak Imam yang katanya pemavingdih lenudah

perawatanya dari pada telfor karena pemavingan dilepas satu persatu
yang terdapat kerusakan juga biaya murah sedangitfom perbaikannya
susah dan biaya membeli aspal lebih mahal”.
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Berikut petikan wawancara penulis dengan AhmadiXgiua Pogakin dari
kelompok Arsela pada hari Minggu tanggal 22 Jub2gam 09.50 (WIB);

"Perbaikan jalan menggunakan telfort ke pemavindaamk menurut saya
karena dari segi biaya lebih murah membeli paviag pada membeli aspal
dan juga lebih mudah mencari bahannya dan kelorappi setuju perubahan
usulan tersebut”.

Peneliti melihat bahwa dari beberapa informan ydngvawancarai bidang
padat karya yang di usulkan dan perbaikan sarangp@sarana menggunakan cara
dengan telfor menjadi pemavingan sangat efektif slagi biaya dan manfaat yang
ditimbulkan, karena semua warga masyarakat ikutasealam menjaga dan
memeliharanya dari beberapa informan diatas bisanlgi kesimpulan bahwa
perubahan perbaiakn jalan tersebut sudah disepalati Pogakin maupun warga
masyarakat dan juga dalam perawatannya.

2. Menindaklanjuti hasil pencapaian volume pekerja@arny padat karya tersebut
dengan pelestarian dan pemeliharaan

Pelaksanan PAM-DKB di Desa Gambiran senhdiri datasmindaklanjuti
tentang pencapainan hasil volume pekerjaan bidaugatpkarya dengan melihat
perhitungan yang ditunjukan pada lampiran jadwalaksana dan dilaporan
pertanggungjawaban PAM-DKB Desa Gambiran yang &yajtu:

a. Pengerasan jalan alternatif Panjang 475 M perseudun Krajan | dan

Krajan Il.

b. Normalisasi saluran dan pembentukan badan jal@udun Lidah Darungan
dan Sumbermulya.

Berikut yang disebutkan diatas tadi adalah caragm&mg pencapaian hasil
volume pekerjaan bidang padat karya yang akanadian di Desa Gambiran
tersebut. Peneliti melakukan wawancara dengan &lipselaku Pendamping PAM-
DKB Kecamatan Gambiran. pada hari Kamis tanggaludlP2007, jam 08.00-09.00
(WIB);
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"Perhitungan volume pekerjaan dan insentif pekggag ditetapkan dibuku
Pedum dan PTO vyang melaksanakan adalah para Poggkng
mengerjakannya tetapi ternyata Pogakin tidak sgmggelaksanakannya, Jadi
perhitungan volume pekerjaan dan insentif pekeijaksanakan oleh unit
pengelola program dan dibantu oleh bendahara ”.

Jadi perhitungan yang seharusnya dilakukan oleralogidak dilakukan
dengan alasan ketidak sanggupan pogakin dalam saglakan perhitungan tersebut.
Berikut juga dipertegas oleh Kepala Desa Gambieargydi wawncarai penulis yaitu
Heru Jatmiko, SE. A.Md. pada hari Kamis tanggald® 2007, jam 16.50 (WIB);

"Perhitungan yang dilakukan oleh kelompok Pogakomk dilaksanakan
dengan alasan tidak sanggup menghitungnya, jalil diegaskan kepada unit
pengelola program dibantu oleh bendahara dengasetpgran pendamping
kecamatan”.

Keterangan kepala desa dipertegas kembali olehkilogh wawancarai oleh
penulis. Berikut petikan wawancara dengan Sutondtu#& Pogakin dari kelompok
Suyu Wiwit pada hari Minggu tanggal 22 juli 200 10.00 (WIB);

"Memang perhitungan dilakukan oleh Pogakin tetapgdkin dari kelompok
saya sendiri tidak sanggup karen tidak di terangiama dalam perhitungan
volume pekerjaan”.

Berikut petikan wawancara penulis dengan Ahmadi Xgtua Pogakin dari
kelompok Arsela pada hari Minggu tanggal 22 Jub2jam 09.50 (WIB);

"Kelompok kami memang mengatakan bahwa tidak bisagghitung volume
pekerjaan yang sebenarnya dilakukan oleh kita geethpi memang menurut
kelompok saya bingung karena kebanyakan dari kedrspya tamatan SD”.

Berikut petikan wawancara dengan Markum Ketua Pogdiri kelompok
Mandiri pada hari Minggu 22 Juli 2007, jam 12.00I1B)Y

” Dalm perhitungan volume pekerjan yang sudah aiiehn memang Pogakin
yang melaksanakan tetapi kebanyakan besar danmkelo-kelompok kami
tidak sanggup melaksanakannya, dan juga kelomplokdgok lain setuju
apabila yang melaksanakan unit pengelola program”.
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Paparan yang sudah diungkapkan oleh para informeamd perhtungan
volume pekerjaan dan perhitungan insentif pekerjakakan oleh unit pengelola
program dibantu dengan bendahara dengan persetpgratamping kecamatan dan
kelompok Pogakin. Dari alasan sebagian informan whahtidak sanggup
melaksanakannya. Jadi kesimpulan yang bisa diathahbilkutipan diatas bahwa yang
melaksanakan perhitungan volume pekerjaan dantpedan insentif pekerja adalah
unit pengelola program dibantu oleh bendahara deatzsan yang diungkapkan oleh

para pogakin sendiri.

4.3.5 Penetapan Usulan

Dalam proses perumusan usulan PAM-DKB ini di Desam@Giran
menetapkan usulan bidang padat karya yang akahksdilakan di desa tersebut,
dengan alasan yang di ungkapkan oleh informan diathwa alasn yang di
ungkapakan adalah keadan sarana danprasarana yamg kayak maka diusulkan
karena sangat penting bagi warga Desa Gambiran.

Dalam proses usulan tersebut bidang padat karya idetah yang menurut
Pogakin yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat umapgakin sendiri. Bidang
padat karya yang ditetapkan di Petunjuk Teknis @penal PTO adalah Bidang yang
ditangani merupakan pekerjan pembangunan prasarang dapat dilaksanakan
dengan pola padat karya, seperti penanganan jaanjeinbatan desa/kelurahan,
saluran irigasi pedesaan, pengerukan embung, sad#éa air bersih, pasar desa,
kegiatan padat karya lain yang disesuaikan dengaloutdhan Pogakin. Jadi
pelaksanan PAM-DKB Desa Gambiran yang dipih yaigrbpikan badan jalan
menggunakan paving stone yang tidak tertera di ft&@pi dilaksanakan.

Berikut kutipan wawancara kepada Kepala Desa Gambyaitu Heru
Jatmiko, SE. A.Md. pada hari Kamis tanggal 19 2007, jam 16.50 (WIB);

"Pelaksanan dibidang padat karya dilaksanakan kgpana Pogakin lah yang
memutuskannya dan perbaikan jalan yang dilakukangmeakanpaving
stoneyang akan dilakukan karena menghemat biaya damimuonerawatnya”.
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Peneliti melakukan wawancara dengan Supriadi seRdndamping PAM-

DKB Kecamatan Gambiran. pada hari Kamis tanggaldlP2007, jam 08.00-09.00
(WIB);
"Pelaksanaan PAM-DKB Desa Gambiran ditetapkan difid padat karya
yang sudah diusulkan oleh Pogakin, tapi pemilihdarg padat karya dengan
perbaikan jalan menggunakapaving stone adalah kesepakatan para
masyarakat dan Pogakin sendiri yang menginginkadayatu diperbolehkan

dalam PTO berdasarkan kebutuhan yang mendesakudisas dengan
kebutuhan Pogakin yang dijelaskan dari PTO ter$ebut

Dari paparan yang diungkapkan oleh Supriadi biaentlil kesimpulan bahwa
paving stoneyang diusulkan dalam PAM-DKB tersebut bisa dilakukkarena ada

kesepakatan para anggota forum dan untuk menggarsblidnpaving stoneyang
dijalankan Di Dusun Krajan | dan Karajan Il diseiuj

Berikut petikan wawancara penulis dengan Suwariu&ePogakin dari
kelompok Padi Kapas pada hari Jumat tanggal 2@00QI7, jam 09.45 (WIB);

"Bidang padat karya yang ditentukan menggunakanngastone adalah
kesepakatan para warga dan kelompok-kelompok Pogalig lain bahwa
pavingisasi lebih mudah perawatannya dan juga letiinah dibandingkan
aspal yang susah mencarinya dan juga mahal”.

Penulis juga melakukan wawancara dengan ketugpanglola program yaitu
Drs. Imam Subagyo pada hari Jumat tanggal 20 00if 2am 19.00 (WIB);

"Dari usulan Pogakin dibidang padat karya, perbaik@dan menggunakan
telfort menjadi pemavingan, saya berpendapat meraigun paving stone

sangat lah efektif dan sudah disetujui oleh paggata Pogakin yang hadir di
FMD”.

Berikut petikan wawancara penulis kepada informaituyKetua Pogakin

Baserik dari kelompok baru budi pada hari Minggugtgal 29 Juli, jam 09.30-11.45
(WIB);

"Proses perumusan yang ditetapkan bidang padatksugiah tepat karena
melihat dari segi biaya yang dipertimbangkan dansisyi bahan yang mudah
didapat dan pemavingan ini menurut saya mudah pesnah maupun dari

pelaksanan lebih mudah dibandingkan telfort ”.
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Berikut petikan wawancara dengan Budiono Ketua Kaogdari Kelompok
Laros pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2007, ja®0156.50 (WIB);

"penetapan usulan mengenai PAM-DKB desa bidang tp&daya yang
memang betul-betul dibutuhkan warga Gambiran sendiupun kita-kita ini
sepakat karena sudah diperhitungkan oleh beberapg gang menurut saya
ahli seperi Pak Imam yang mengetahui tentang permgawi dan biaya yang
tidak banyak .

Dari beberapa paparan yang di wawancarai penuldepnforman bahwa
proses pelaksanan PAM-DKB yang di usulkan danafptein Desa Gambiran yaitu
bidang padat karya dengan perbaikan jalan menggurakving stoersudah tepat
dalam pemilihanya karena dijelaskan oleh pendamgemamatan mengenai PTO
dan menjabarkannya kebutuhan Pogakin yang mendksalalat yang ada didesa
tersebut menggunakan alat sederhana dan bahanagandidesa maupun disekitar
desa. Jadi kesimpulan yang dilihat dari observdapangan bahwa program PAM-
DKB yang ditetapkan Di Desa Gambiran sudah mengketetapan dalam Petunjuk
Operasional Program (PTO).

Dari paparan yang sudah disebutkan diatas makanPediam PAM-DKB
yang di putuskan oleh Gubernur Jawa Timur Gubemmam Utomo No. 12 Tahun
2006 tentang pedoman umun pelaksanan bantuan Rrddksi Mengatasi Dampak
Kenaikan BBM dan Kemiskinan (PAMD-KDB) dan mempuny&berapa bidang
pelaksanannya juga diikuti Petunjuk Teknis Operadio(PTO) masing-masing
bidang. Program PAM-DKB Desa Gambiran yang menetagkidang padat karya
yang sudah disebutkan dalam Pedum dan dijelaskdhT@ bahwa dalam proses
usulan yang sudah ditetapkan sah untuk dilaksanak2ari observasi dilapangan
maupun dokumentasi menujukkan sudah menurut setdadaprogram PAM-DKB

yang diputuskan Desa Gambiran tepat untuk dilaajutkalam pelaksanaannya.
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4.4 Analisis Data

Dari data-data yang telah disajikan oleh peneliiuka, maka perluadanya
analisis data agar data-data yang telah disajikbih Ifokus pada judul penelitian.
Proses pengumpulan data dengan cara wawancararvagisedokumentasi dan
tinjauan pustaka sangtlah perlu peneliti melakulaluksi data dan menjadikan data
yang lebih lengkap sesuai dengan judul penelifidaka dari penyederhanaan data
tersebut penulis dapat mendiskripsikan atau menggedan tentang Evaluasi Proses
Perumusan Usulan Program Aksi Mengatasi Dampak iKema BBM dan
Kemiskinan (PAM-DKB) Dibidang Padat Karya Di Desaarbiran Kecamatan
Gambiran Kabupaten Banyuwangi, sehingga dapat atiket kelayakan usulan

program dalam PAM-DKB Di Desa Gambiran tersebut.



BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil proses penelitian yang dilakukan pénelnaka dapat
menyumpilkan beberapa hal mengenai Evaluasi pppsesnusan usulan PAM-DKB
dibidang padat karya desa dalam bab empat, makay@sn yang dapat diambil
adalah sebagai berikut :

1. Lembaga dalam artian forum yang ada dalam prosesnpsan usulan sampai
pelaksanan kegiatan selesai ternyata ada tiga fgang ada dalam PAM-DKB
yaitu sosialisasi, FMD | dan FMD II, dari ketigar@ion tersebut proses perumusan
dilakukan hingga selasai pelaksanan PAM-DKB di D@aabiran.

2. Sosialisasi yang dilakukan Di Desa Gambiran sudalaksanakan oleh
Pendamping Kecamatan dan juga aparat pemeritahaa Deserta aparat
Kecamatan berdasarkan Pedoman Umum PAM-DKB, yalagsdinakan dibalai
Desa Gambiran yang diikut sertakan perwakilan wargasyarakat dan
perwakilan pogakin beserta LPMD, BPD, PKK, RT/RWhdaga Kepala Dusun
yang dituangkan dalam forum musyawarah desa (FMD¥lam partisipasi
tersebut ada sosialisasi yang bagai menjadi tigap&n yaitu sosialisasi apatar
desa, sosialisasi LPMD dan Pogakin, sosialisasad@pnasyarakat.

3. Perencanan dalam pemilihan anggota sudah ditetaplem Propinsi dengan
melihat daftar orang miskin dari data BPS Propil@sva Timur, dan pemilihan
ketua pogakin dilakukan secara aklamasi dilasanakeara terbuka dan sanggup
menjadi ketua kelompok pogakin, juga disetujui @eturuh angota FMD. FMD
yang dilakukan 2 kali yaitu FMD I, FMD Il yang mpliti penentuan-penentuan
BOP dan UPP dan juga usulan ketua kelompok. Pemancaalam bidang
pelaksanan yaitu perhitungan volume pekerjan mauperitungan insentif
pekerja seharusnya dilaksanakan oleh pogakin tptga kenyataannya pogakin
tidak sanggup melaksanakannya dengan alasan Weisgha sumber daya
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manusia. Hal tersebut dipindah tugaskan kepadaabana program dibantu oleh
unit pelaksana program dengan persetujuan FMD.

4. Penetapan usulan yang dilakukan oleh pogakin Da@mbiran sudah menurut
setandar program, usulan yang ditetapkan memanggikan dari Pogakin
beserta warga masyarakat Desa Gambiran. Usulan gaetpkan Di Desa
Gambiran adalah perbaikan sarana dan prasaranardeatp pemavinagan yang
berada Di Dusun Krajan | dan Krajan Il sedangkaD$un Lidah Darungan dan

Sumbermulya menggunakan sirtu.

5.2 Saran

Program Aksi Mengatasi Dampak Kenaikan BBM dan ksimian (PAM-
DKB) memang sangat bermanfaat bagi Pogakin maupangavmasyarakat Desa
Gambiran. Tetapi ada satu hal yang harus dilaksemalteh pengelola program
beserta pendamping dan aparatur pemerintah yangngani PAM-DKB tersebut,
sebaiknya Pogakin atau kelompok sasaran diberiaarataupun pelatihan dalam
pelaksanan PAM-DKB untuk meningkatkan kualitas semtfaya manusia dalam
pelaksanan perhitungan volume pekerjaan maupunitypeghn insentif perkerja.
Penelitian ini semoga dapat diterima dan dijadikaasukan dalam pelaksanaan
PAM-DKB yang akan datang.
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